KEBIJAKAN LEGISLATIF MENGENAT KRIMINALISASI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

TESIS

Digjukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

~MEDIISKANDAR ZULKARNAIN
0706174940

N\
-, )
= 4

A . Koo

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JULI20609




ABSTRAK

Nama : Medi Iskandar Zulkarnain

Program Studi ; Magister limu Hukum Konsentrasi Hukum Sistem Peradilan
Pidana

Joudul : Kebijakan 1egislatif Mengenai Kriminalisasi Dalam Perundang-

Undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
1907 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan
alasan/pertimbangan bahwa perbustan pencemaran/perusakan lingluagan hidup
bertentangan dengan nilai-nilsi keagamaan, berfentangen dengan nilai-nilai
pancasila dan UUD 1945 dan sebagai alat kebijakan pemerintah yang khususnya
berfujuan untuk mengamankan dan mempertahankan kebijakan pembangunan
berkelanjntan yang berwawasan lingkungan hidup. Kepentingan hukum yang
dilindungi dalamn kominalisasi ini adalsh kepentingan pelestarian lingkengan
hidup, perlindungan terhadap kesehatan umum dan nyawa manusia. Melalui
kriminalisasi di bidang lingkongan hidup ini, semua perbuatan yang menyebabkan
atau dapat menyebabkan pencemaran/ lingkungan hidup diancam dengan sanksi
pidana. Narnun berdasarkan pertimbangan bahwa hukwn lingkangan sebagian
besar ‘merupakan ketentuan hukum administrasi, hukum pidanafsanksi pidana
dijadikan scbagai peaunjang hekum administrasi dalam arti hukum pidana
hendaknva didayagunakan apsbila senkst bidang hukum lain, seperti sanksi
administrasi dan sanksi perdate, dan alternatif penyelesaian sengketln linglungan
hidup tidak ofektif dan/atau tingkat kesalaghan pelaku relatif berat dan/atau akibat
perbuatannya  relatif besar dan/atau  perbuatannya menimbulkan  keresshan
magyarskat. Kurangnya penjelasan mengenai  bagaimana penerapan  asas
subsidiaritas dalam konteks pencgakan hukum lingkungan, menyebablcan
timbulnya berbagai silang pendapat tentang sanksi yang mana yang seharusnya
diterapkan terlebih dahulu dalam hal terjadi pelangparan terhadap ketentuan
pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

Kata Kunci  : Kebijakan Legislatif, Kriminalisasi, Perundang-Undangan
Lingkungsn Hidup
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ABSTRACT

Name : Medi Iskandar Zulkamain

Programme Study : Law Magjster

Tittle : Legislative Policy About Criminalization in Environmental
Act

The legislative policy abont criminalization in Law Statue No 23/1997 about
epvironment conservation, applied based 2 reason every activity that could
pollution and destroy environment is not suitable with religion, Pancasila and
UUD 1945 values and as media for government policy, especiaily for saving and
defending development policy based on life environment orenfation. Law
tendencies that covered in this criminalization is for existence of environmental,
protecting public health and human bemg. Trough criminalization o
environmental, every activity that caused or potentially caused pellution of
environmental could be punishing by crime law. But according to perspective that
almost of eavironment law is administration law, crme law could give
contribution foward adminisiration law, in 3 meaning that come law must be
enforcement in another legal subject, Such as administration sanclion and
reconciliation of environment conflict is ineffectively and level of crime activity
and it could cause a horror of public. Less explanation about applied sob siderite
aspect in legel enforcemnent context caused many miss understanding about
sanction fhat should be applied fiestly, in facing many cominalities as mentioned
in Law Statue No 23/1997.

Keyword ; Legisiative Policy, Criminalization, Environmental Act.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh
lingkumgannya. Pernbahan lingkunpan sangat ditentukan oleh sikap maupun
perlindungan manusia pads lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat
dimantsatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang
lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknys,
apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai kemampuan serta tidak melihat
situasinya.’

Lingkungan dibentuk oleh keglatan yang dilakukan oleh manusia,
perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi bidup dan kehidupan baik secara
langsung atan tidak langsung. Perubahan lingkunpan terjadi karena tidak
seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnyapun belum
dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya
namun bary terasa setelah regenerasi.”

Dalam beberape abad terakhir ini dapat dikemukakan adanya kasus-kasus
pencemaran lingkungan di mancanegara. Misalnya, di Ingpris pada abad ke-17
yaitu adanys tustoten oleh seprang pemilik tanah terhadap tetangpanya yang
membangun peternakan babi sedemildan rups sehingga baunya dibawa angin ke
argh kebun si pemilik tanah. Kemudian dalam zbad ke-18 dapat ditemukan
peraturan-perafuran yang ditujukan kepada dikeluarkannya asap yang berlebihan,
baik dalam perundang-undangan Inggris maupun Amerika. Dalam Abad ke-19,
dengan menghebatnya revolusi industr, banyak peraturan perundang-undangan
vang dikeluarkan memuat ketentuan mengenai pengendalian asap serta ganggoan-

gangguan vang ditimbulkannya, mengenal pencemaran air, dan terutama &

VP, Jukes Subagyo, Hukust Lingkungan, Masalah dan Penanggulungannya, Yakarta -
Rineka Cipta, 1999, hal 1.
2 bid., hal. 16.
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Inggris dengan adanya “gerakan sanifasi”, tefah dikeluarkan ketentuan-ketentuan

mengenai pembuangan dari tinja dan sampah,?

Sedangkan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup yang fegadi di

Indonesia jugs tidak sedilat, diantaranya

I

F.asus Pencemaran Teluk Buvat.

Teluk Buyat, di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sdalah lokasi
pembuangan limbsh tailing (lumpur sisa penghancuran batu fambang)
milik T, Newmont Minahasa Raya (NMR). Sejak 1998, perusahaan asal
Denver, AS ini membuang sebanyak 2.000 ton limbah tailing ke dasar
perairan Teluk Buyat. Sejumiah tkan ditemut memiliki benjolan semacam
tumor dan mengandung cajran kental berwarna hitam dan lendir berwama
kening keernasan, Begilu pula pada manusia. Sejumlah penduduk Buyat
memiliki benjol-benjol di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat dan
kepala, Dant laporan-laporan penelitian, ditemukan kesamaan pola
penyebaran Arsen {As), Autimon (Sb), dan Merkuri (Hg) dan Maugan
{(Mn), dimana konsentrasi tertinggi logam berbzhaya fersebut ditemukan
di sekitar lokasi pembuangan tailing Newmont. Hal ini mengindikasikan
bahwa pembuangan tailing Newmont di Teluk Buyat merupakan sumber
pencemaran sejumlah hggam berbahaya. Sejumiah sampel ikan, dalam
beberapa laporan kajian, ditemnukan mengandung Arsen dan merkuri yang
cukup tinggi.*

Kasus Lampur Panas Lapindo.

Tanggal 28 Mei 2006, sekitar pulail 22.00 terjadi kebocoran gas hidrogen
gulfida (H,S) di sreal ladang cksplorasi gas Rig TMMJ # 01, lokasi Banjar
Panji perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo} & Desa Ronokenongo,
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kebocoran gas tersebut berups
semburan asap putih dard rekshan tansh, membumbung tingg zekitar 10
meter. Semburan gas tersebut diserfai kelvamya cairan lumpur dan

meluber ke lahan warga. Semburan lumpur panas di kabupaten Sidoatjo

* sty wrww.waliv o7 id/fampanye/tarsbane/buanglimbah/040725 _penlitianpenchuyat i/
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sampai saat iml belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhimya
-membentuk kubangan lumpur panas ini telgh memporak-porandakan
‘sumber-sumber penghidupan warga setempat dan sekitarnya. Kompas
edist Senin (19/6/06) melaporkan, tak kurang 10 pabrik harus totup, 90
hektar sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati
lagt, demikian juga dengan tambak-tambak bandeng, belum lagh jalan tol
Surabaya-Gempol yang harps ditutup karens semva tergenang lumpur
panas. Selain lingkongan fisik yang rusak, kesehatan warga setempat juga
terganggu, Lily Pudjiastuti, anggota tim ahli ITS vang membidangi
penanganan lingkungan menyatakan bahwa lumpur panas di Sidoarjo bisa
menyebai:kan infeksi saluraﬁ pernapasan dan ixitasi kulit. Dia menjelaskan
lumpur terscbut juge mengandung bahan karsinogenik wyang, bils
menumpuk di tubuh, bisa menyebabkan penyakit serjus seperti kanker.
Seclain iy, jika masuk ke tubuh anak secara berlebihan, bisa mengurang
kecerdasan. Lily mengatakan, berdasarkan analisis sompel air di tiga
lokast berbeda, dad 10 kandungan fisika dan kimia yang dijadikan
parameter, ¥ di antaranya telah jauh melampaui baku muotu limbeh cair
sesual dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah. Kandungan logam
berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, Padahal baku mutonya
hanya 0,002 mg/liter Hg®

Kasus Limbah Tahu Sidoarjo

Peruszhaan tahu dan pelemakan babi milik terdakwa BG/QLG diduga
membuang limbah pabrik tahu yang mengandung BOD 30954 mg/ dan
COD 12293 mg/l serta lirnbah kotoran babi yang mengandung BOD 4623
mg/l dan COD 18029 mpAl ke kali Surabays sebagaimana hasil
pemeriksaan air yang dilakukan oleh BTKL Surabaya tanggal 20 Juli 1988
Na.261/Pen/BTKL.Po/VIFI983. Kandungan limbah fersebut melebihi
ambang bataz vang ditetapkan SK Gubernur Jawa Timur Ne.d3 Tahun
1978. Terdakwa telah merabuat justalasi yang tidak sesuai dengan daya
tampung limbah, schingga air limbah meluber keluar dan mengalir ke kali

Surabaya. Pembuangan air limbah tersebut menyebabkan menurunnya

anye/cemar/industri/070728 _tumpurlapinde k!
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kualifas air kali Surabaya dan menyebabkan air kekurangan oksigen vang

berakibat matinya kehidupan dalam air serfa sukar diolah menjadi air

bersih untuk bahan baka PDAM.®

Oleh karena itu penegakkan hukum lingkungan terhadap kasus-kasus
pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana yang telah disebutkan di atas
perfu dilakukan scbagai upaya untok menjaga kelestarian lingkungan hidup
khususnya linglkungan hidup Indonesia,

Lingkungan hidup (ndonesia vang disnugerahkan Tuhan Yang Maha Esa
kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang
_ wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar dapat menjadi sumber
penunjang hidup bag x‘ékyaz dan bangsa Indonesia, serta mahluk hidup lainnya
demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.”

Pembangunan  berwawasan  lingkungan  hidup merupakan  satn
kebijaksanaan yang merupakan satu upaya sadar dan sengaja serta berencana
dalam menggunakan dan mengelola somber daya alam secara bijaksana, untuk
jangka panjang dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu
hiduop.®

Ide dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan
diwujudkan dengan dasar hukum yaitu Pasal 33 ayat (3} Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1943 yang menyatakan bahwa “Fumi dan aly
dan kekayaan alam yang terkandung di delamnya dikuvassi oleh negars dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian Fasal 33
ayat (3} UUD 1945 memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh
sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk
mengggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha penyusunan rancangan undang-undang lingkungan hidup mulai
lebih intensif dilakukan sejak Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup (MNPPLH) membentuk Kelompok Kerja Pembinaan Aparatur

S Indonesic Australin Spesiclized Training Progronr H Ewvirosmenid Law &
Enforcement, In-Austratia Troining, Ivdonesion Center For Environmental Law (JCEL), 2002,

? Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Penpeloluan Lingkungan
Hidnp.

* Hermien Hadiati Koeswadii, Hikwm Pidana Lingkungan, Bandong @ PT. Citra Aditys
Bakti, 1953, hal 23, = -
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dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup pada Bulan Maret 19279,
yang ditugasi menyusun konsep rancangan undang-undang tentang pengelolaan
lingkungan hidup. Setelah mengalami penyempurnaan, dalam Sidang Paripurna
DPR RI pada tanggal 25 Februari 1982, RUU tersebut disetujui secara aklamast
dan  dinamakan “Undang-Undang tentang Ketentvan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup”™, dan pada tanggal 11 Maret 1982 disahkan
menjadi Undang-Undang No. 4 Tahua 1982, Lembaran Negara Tahun 1982
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215.

Kemudian seiring dengan semakin berkembangnys kesadaran  dan
kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup,
pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 'I‘ahxwm 1882 perlu
disempumakan untuk mencapat tujuan pembangunan berkelaniutan yang
berwawasan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tersebut
selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undaog No. 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.,

Penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup menycbutkan secars eksplisit bahwa sebagai penunjang hukum
administrasi, berlakunya ketestuan hukum pidana hendaknya didavagunakan
apabila sanksi-bidang hukum lain, seperti sanksi administrast dan sanksi perdata,
dan alternatif penyelesaian sengketa hingkungan hidup tidak efektif dan / atau
akibat perbuatan relatif besar dan / stau perbuatannya menimbulkan keresahan
masyarakat. Dengan demikian hukum pidana tidak dapat berfungsi secara optimal
{premium remediom), karena hanya bersifat sebagai penunjang  hukum
adminidstrasi. )

Knminalisasi dalam  Undang-Undang No.23 Tahon 1997 tentang
Lingkungan Hidup tersebut di afas dikarenakan adanys perubahan pandangan
kriminologis terhadap perbuatan yang menjadi tingkah laku manusia, khususnya
perubahan  sifat perbuatan, baik perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan
sebagai tindak pidana dalam undang-undang maupun perbuatan-perbuatan vang
dianggap buruk oleh -masyarakat. Kriminalisasi sendirl terbagi menjadi dua
macam yaitu kriminalisasi primair yang meoyatakan sebagai delik perbuatan
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dalam abstracte dan kriminalisasi sekunder yang memberi Iabel penjshat pada

orang dalam “concreis”.

Menurut Mardiono Relsodiputre, dalam usaha kriminalisasi-primair
(menyatakan sebagai delik perboatan dalam  absiracro)  sebaiknya  kita
berpedoman pada tujuh asag yang dikemukakan de Roos (1987), yaitu
a.  Masuk akalnya kerugian yang digambarkan.

b. Adanya toleransi yang didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan
tangeung jawab individu,

¢.  Apaksh kepentingan vang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain
(asas subsidiarites). B \ )

d. Ada keseimbangan antarg kerugian, toleransi dan g}iéaﬁa'yaﬁg diancamkan
{asas proportionalitas).

e.  Apakah kita dapat merumuskan dengan baik, sehingga kepentingan hukum
yeng akan dilindungi, tercermin dan jelas hubungannya dengan asas
kesalahan — sendi utama hukum pidana.

f  Kemungkinan penegakannya secara praktis dan cfektif {serta dampaknya

‘ pada prevensi umum).”

Oleh karena itu perle dilakukan pengkajian terhadap kriminalisasi,
khususnya terhadap kebiiakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam penmdeng-
undangan di bidang lngkungan hidup. Terhadap kaminalisasi tersebut juga perln
dilakukan kajian yaitu kepada siapa perlindungan yang akan dibenkan seria
kepentingan hukum apa yang periu dilindungi.

Dalam rangka melindungi svatu kepentingan hukum, pembust undang-
undang dapat memfokuskan diri pada tindakan yang menyakiti (melanggar)
kepentingan hukum tersebut tatkala ia merumuskan tindak pidana; ia juga dapat
memilih untuk menekankan unsur timbulnya keadaan bahaya. Dilibat dari suduat
pandang seiarab, bentuk tindak pidana paling tuz adalah delik menyakiti /
merugikan, sementara delik yang menimbulkan keadsan bahaye muncul
belakangan. Memang harus ditambahkan bahwa pedindungan yang lebih efektif
tercapai dengan cara vang terakhir. Namon pembuat undang-undang tetap harus
berhati-hati mendayagunakan cars ini. Pada akhimya upaya mencegah semua
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bahaya atan ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen
pidana dapat memunculkan beban yang sangat berat bagi warga, schingga
keberadaan resiko harus dipandang lebih menguntungkan. '’

B. Identifikkasi Masalah

Sehubungan dengan peningkatan kerusakan lingkengan sebagai skibat
ulah manusia, maka perlu upaya penangpulangannya dengan hulum pidana, untuk
itu perlu adamya suatu kebijakan legislatif yang tepat mengenai kriminalisasi
terhadap perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan
berlandaékan kepada dasar pembenaran. yang merupakan alasan-alasan
fundamental yang digunakan oleh lembaga legislatif dalam menetapkan
kriminalisasi dan juge pertimbangan tentang kepentingan hukum apa yang hendsk
dilindungi melalyi kriminalisas! tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memfokuskan pencliian lesiz ind
kedalam tiga pertanyaan penelitian, vaitu :

1. Bagaimanakah rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.23
Tahon 1997  terkait dengen  alasan/pertimbangan  dilakukannya
kriminalisasi serta bentuk kepentingan hukum yang hendak dilindungi
melalui kniminalisast yang terdapat dalam undangamdang tegsebut ?

2. Bagaimana pengaruh dianutnya asas subsidiaritas dalam Undang-Undang
No, 23 Tahun 1997 terhadap pendayagupaan sanksi hukum pidana
lingkungan ?

3. Bagaimena scbalknys penerapan asas subsidiaritas dalam  hukum

ingkungan 7

€. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penetitian dengan judul
“Kebijakan Legislatif Mengenat Kriminalisasi dalam Perundang-undangan di
Bidang Lingkungan Hidup ini adalah;

® Remmelink, Hwhum Pidana. Komentar atus Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab
Undang-Undang Hulomn Pidana Belanda dan Pedanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana indanesia, Jakana : PT. Gramediz Pustaka Utama, 2003, hal.&1.
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1. Mengkaji dan menjelaskan rumusan ketentuan pidana (pasal-pasal pidara)
yvang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup, untuk dapat mengetahui alasan dilakukannya
kriminalisasi serta wntuk dapat mengetahui kepentingan hukum yang
hendak dilindungi melalni kriminalisasi yang terdapat dalam Undang-
Undang No.23 Tahuon 1997 tentang Lingkungan Hidap.

2. Menganalisa pengaruh ssas subsidiaritas terhadap pendayagunaan sanksi
hukum pidana lingkungan.

3. Mengkaji bagatmana sebaiknya penerapan asas subsidiaritas dalam hukam
lingkungan pada masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini dihmp&n dapat bermanfaast untuk memberikan
pemikiran-pemikiran hukum secara teoritis dalam memahami dan mengetahui
ruprusan kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-uodangan
di bidang lingkungan hidup yang telah ada pada saat ini serta diharapkan juga
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangks pembaruan hukum di
bidang lingkungan hidup. ‘

D Kerangka Teoritis

Upaya unfuk merumuskan peraturan perundang-undangan pidana di
bidang lingkungan yang lebih baik berarti membuat suatu rumusan yang lebih
baik tentang perbuatan apa yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan sanksi
pidananya. Hal tersebut menimbulkan suate keharusan adanya pengkajian vang
mendalam terbadap masalab kriminatisasi.

Kriminalisasl adalsh perubshan nilal yang menyebakan sejumlah
petbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang fidak tercela dan tidak dituntut
pidana berubah  menjadi  perbuatan vang  dipandang tercels dan perlu
dipidana. * Penetapan suatu perbuatan vang semula tidak dilarang dan tidak
dipidana menjadi perbuatan yang dilarang dan dipidana, memerlukan sejfumlah

dasar pembenar, Dasar pembenar im merupakan alasan-alasan fundamental yang

"W, Friedman, Law in a Changing Society, Fdisi Kedua, NMew York : Columbia
Umiversity Press, 1972, hal 79,
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digunakan oleh lembaga legislatif dalam menetapkan kdminalisasi techadap suatu
perbuatan.

Menurut Van Bemmelen, pangkal tolak untuk menyatakan suats perbuatan
sebagai kejahatan {perbustan terlarang) zdalah karena perbuaten ifu bersifat
merusak dan fidak susila.” Demikian juga menurut Hesbert L. Packer vang
menyatakan “only conduct generally considered immoral should be ireated as
criminal."?

Akan tetapi tidaklah semua perbuatan yang bersifat immoral tersebut harus
dinyatakan sebagal kejahatan yang diancam dengan pidana. Penetapan suatu
pertbuatan sebagai kejehatan dengan sanksi pidana haruslah terbatas kepada
i{eiakﬁan-kﬁlakuan tidak bermoral yang menurut masyarakat tergolong sangat
penting ztau yang berlawanan deppan pandangan masyarskat umum, " Selain
alasan bahwa perbuatan bersifat immors!, dasar pembenar kriminalisasi vang lain
adalah karena perbuaten terscbut merupakan perbuatan yang mendatangkan
kerugian (material atau spiritual) atas warga masyarakat,

Kriteria Jatnnya adalah karens perbuatan terschut bertentangen dengan
nifai-nilai sosial. Tujuan hukum pidana adalah melindungi nilai-nilai sosial yang
hidup dan tumbuh di masyarakat, Bertentangan dengan nilai-nilai sostal bagi
bangsa Indonesia berarti bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar pernbenar kriminalisasi selanjutnya yang dapat digunakan adalah
karena perbuatan itu bertentangan denpan kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan
dengan perkembangan hukum pidana modem pada waktu belgkanpan vang
menunjukkan adanya suatu kecenderungan bary, yaitu penggunaan hukum pidana
sebagai instrumen kebijakan pemerintah. '

¥ Van Bemmelen, Criminologie, Leerboek der Misdaadkunde dalam Roestan Saleh, Darf
Lembaran Kepustakaan Hukwn Piduna, Toksria : Sinar Grafika, 1988, hal.86-87.
 Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, Stanford, California University
I'rass, 1968, hal.262.
“Ibid., hal 264,
4 Sudasto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung ; Sinar Baru, 1983,
hal 44,
¥ Roeslan Saleh, Kebgakun Krininalisasi dan Dekriminalivasi @ Apa Yang Dibicorakan
Sosiologi Hulum Dolam Pemboruan Huloun Pidana Indenssia, disampaikan dalam Sensitar
Kriminalisasi dar Dekriminalicasi Dolam Pemboruan Hibum Pidarg Indonesie, Fak Hakom Ul
15 Juli 1993, hal 3. - .
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Aliran pemikican hukumn pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah
disebut Ordeningsstrafrechis. Menurat Ordeningssirafrechts, kriteria  suatu
perbuatan sebagal tindak pidana tidak didasarkan pada pandangan masyarakat
karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, tapi berdasarkan pertimbangan

bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah.!”

E. Kerangka Konseptual

Pemanfaatan sumber daya alam vang meningkat menyebabkan kerusekan-
kerusakan lingkungan di darat, laut, vdara mavpun di dalam tansh Kerusskan-
kerusakan di darat berupa pencemaran oleh limbah .indizstzi di permukaan tanah,
kebskaran hutan yang disebabkan pembukaan lahan dengan carg pembakaran,
erost di tepi sungai dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan di laut berupa russknya
terumbu karang karena pemanfaatannya untuk bahan bangunan, penggunaan
pukat harimau, kerusakan dasar laut karena penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan tkan dan sebapainya. Sedangken kerusakan di udars berupa polusi
udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap akibat
pembalkaran hutan dan sebagainya.

Schubungan dengan semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh ulah manusia, maka perlu adanya upaya penanggulangan dengan
menggunakan hukum pidana. Untuk ifu diperlukan svatu rumusan kebijakan
legislatif yang tepat berupa kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan manusia
yang menyehabkan kerusakan lingkungan.

Sebagai sarana penangeulanpan kejahatan, kebijakan kriminal dapat
mengejawantah dalam berbagai bentuk. Benfuk pertama adalah bersifat represif
vang menggunakan sarana penal yang sering disebut sistern peradilan pidana
{criminal justice system}. Dalam hal ini secara luas meliputi pula proses
kriminalisasi, Yang kedva berupa usaha-usaha preveniion without punishment
{tanpa menggunakan sarana penal) dan vang ketiga adaleh mendayagunakan

Y Rocslan Soleh, Beberapa Asas-Asas Hukum Pidara Dalam Persfakaf, Takarta 1 Aksars
Bar, 1981, hal. 53, .
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ugaha~-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisast
hukum melalui mass media secara luas.'®

Dengan demikian, arfinya kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan
kriminal. Kebijakan kriminal (criminal policy} adalah usaha yang rasional dari
masyarakat dalam menanggulangi kejahatan’® Kebijakan kriminal (strafrechtelifle
beleidy bukan sekedar merupakan “hasil perumusan™ bersama, tetapi adalah hasil
{resultunte) dani berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama
dalam menanggulang masalah h&minaiitas.%

Pads prinsipnya, tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan

masyarakat uotuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Demikian

juga kebijakan krimipal di bidang hukum lingkungan bertujuan mencegsh
pencemaran / perusakan lingkungan dan memelihara dayas dukung lingkungan dan
sumber dava alam agar bermanfaat bagl peningkatan kesejahieraan rakyat dan
generast ke generast.

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-nonna guna
mengatur tindak perbuetan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan
dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannys,
agar depat secara langsunpg terus mensrus dipunakan oleh generasi sekarang
manpun olch generasi-gencrasi mendatang. Sebalikaya hukum lingkingan klasik
menetapkan ketentuan dan nonma-norma dengan tujuan terutama sekali unfuk
menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya hngkungan dengan
berbagai skal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin,
dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya >

s Muladi dan Bards Nawawi Arief, Buniga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni,
1592, hal 8.

¥ Sudarto, Futwm dan Hukum Pidana, Bandung : Alemni, 1981, hal.38.

® Mardioos Reksodipuws, Hak asosi manmusia dalam sistem peradifan pidena, Kumpulan
Korangan Buku Ketipo, Edisi Keenam, Jakerta : Pusat Pelayanar Keadilan dan Penngabdisn
Hukum Universitas Indonesia, 2607, al83.

* Koesnadi Hardiasoemantr, Hukum Tata Lingkungan, Edist keenam, Yogyekaria :
Giadjah Mada Universily Press, 1994, kal. 30
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F. Metodologi Penclitian

‘ Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan
sebagal bahan pembghasan dan amalisis untuk menjawab permasalahan yang
terdapat dalam rumosan masalah sehingga dapat dipercaya serfa dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metodologi penelitian
yang digunakan adalah sebagai beriket :

1. Metode Penslitian.
Metode penelitian ini  adalah penelitian hukum normatif dengan fokus
penelitian terbatas pada penelitian kepustakaan, di mana bshan utama
penelitian berasal dad studi dokumen, persturan perundang-undangan dan
literatur,

2. Jenis dan sumber data ;
Penelitian ini menggnnakan sumber data sekunder, berapa data yang dipercich
dari berbagai literatur mengenai masalah yang sesual dan berkaitan dengan
materi penelitian, vaitu peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidugp, buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar dan jurnal imiah serta media
massa yang mernuat tentang kebijakan legislatif mengenat kriminalisasi dalam
perundang-undangan  di  bidang lingkungan hidup. Selain it, untuk
melengkapi data sekunder tersebut juga dilakukan wawancara. |

3. Anslisis data:
Analisis date dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan
substansi vang terkandung dalam norma-norma hukum di bidang linglkungan
hidup dan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan tersebut,

3. Sistemstika Penulizan

Penelitian ind terdin atas empat bab pepulisan vang konstruksi susunannya
dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis yuridis, dan ditutup dengan

suatu kesimpulan. Berdasarkan konstnuksi demikian maka rincian sistematika

penulisan ind adalah sebagai bertkut
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Bab 1 merupakan pepdahuluan. Pada bab ini diuraiken latar belakang
timbulnya permasalahan, kemudian identifikasi permagalaban, selanjuinya tujuan
penelitian dan kegunaan penelitisn {baik teorifis maupun praktis), kerangka
teoritis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 terbagi atas dua sub bab yakni tinjauan terhadap kebijakan kminal,
kebijakan hukum pidana dan kebijukan kriminalisasi, sedangkan sub bab
selanjutnya adalah kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang no.23 tahun
1997 yang akan mengwraikan definisi linglungan hidup, rumusan ketentuan
pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, dasar pembenar kriminalisasi
dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi melalui kriminalisasi di bidang
lingkungan hidup seﬂa asas subgidiaritas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
1997.

Bab 3 berupa analisis tantang pengaruh dianutnya asas subsidiaritas dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 terhadap pendaysgunsan sanksi hukum
pidana lingkongan. Bab ini terbagi atas dua sub bab yakni pengaruh asas
subsidiaritas terhadap pendayagunaan hukum pidana lingkungan dan penerapan
asas subsidiaritas dalam hukum lingkungan di masa vang akan datang.

Bab 4 merupakan penutup yang berisikan kesimpulan serta saran.
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BABII
KRIMINALISASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Suatu perbuatan atan tindakan dapat dikateporikan sebagai tindak pidana,
apabila perbuatan atau tindakan tersebut telah diatur teriebih dahuln dalam suatu
peraturan perundang-undsngen. Perumusan suafu perbuatan scbagai perbuatan
pidana dalam sustu undang-undang (dalam tesis ini Undang-Undang No, 23
Tahun %99?} merupskan bentuk perwwjudan dari kebijakan hukum pidana/
kriminalisasi vang ditetapkan oleh badan legislatif Perumusan tersebut tentunya
sangat bergantung pada berbegai fakior yang dijadikan dasar pembenar dan
kepentingan hukum aps yang hendak dilindung. Bab ini zkan memberikan
tinjauan umum mengenal kebijskan kriminal, kebijakan hukum pidana dan
kriminalisasi serta uraian secara khusus mengenai kriminalisasi dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1897 berikut alasan/perfimbangan dilakukannya
kriminalisasi di bidang lHngkungan hidup dan kepentingan hokum apa yang
hendak dilindungi melalui kriminalisasi {ersebut.

A, KRebijakan Kriminal, Kebijakan Huokum Pidana dan Kriminalisasi

1. Kebijakan Kriminal

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (poficy) dalam
menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-
undangan, 22 Kebijakan legislatif merupakan salah satu dari tahap
konkretisasi atau fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dilihat
dari sudut kebijakan hukum pidana. 2 Kebijakan hukum pidana
merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

2 Barda Nawawi Arief (1), Bunga Rompai Kebijakan Hukum Pidana, Banduag : PT.

Citrn Aditya Bakti, 1996, hal.245.

% Barda Nawawi Arief (b), Beberapa Aspek Pengembangan Hmu Hukum Pidana dalam
Kumpulan Pidato Pengubuhan Guru Besar Fahidtes Filosn UNDIP Semarang, Semarang : Badan
Penerbit UNDIP, 1995, hal 368,
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Kebijaken kriminal {crimina/ policy) adslah ussha yang rasjonal
dari masvarakat dalam menanggulang kejahatan.”’ Kebijakan kriminal
dapat pula disrtikan sebagai pengorganigasian vang rasionsl mengenai
reaksi yang rasional terhadap kejahatan.zs Dalam pengertian kebijakan
kriminal tersebut tercakup beberapa aspek yang menjadi objek kajian
kebijakan kriminal, yaitu reaksi (respon) masyarakat terhadap kejahatan,
pencegahan kejahatan, kebijakan menentukan perilaku manusia sebagai
kejahatan (kriminalisasi}.”®

Sebagai savana penanggulangan kejahatan, kebijakan kdminal
dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah
bersifat represif vang menggunakan sarana penal vang sering disebut
sistem peradilan pidana (criminal jusiice system). Dalam hal ini secars
luas meliputi pula proses kriminalisasi. Yang kedua beropa vsaha-usaha
prevention without punishment (tanpa menggunakan sarana penal) dan
yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini
masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media
secara huas.”

Kebijakan kriminal sebagai suatu ilmu mengenai kebijzkan
merupakan bagian dard kebijakan yang lebih besar : kebijakan penegakan
hulum (G enforcement poficy) dan kebijakan pedlindungan sosial
(zocial defence poliey) ™ Kebijakan sosial dapat diartiken sebagai segala
usaha yang rasional untuk mencapai kesejshigrasn masyarakat dan
sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian
social policy sekalipus tercaloup di dalamnya social welfore dan social
defence policy.”

Kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan

sosial mempunyai tujuan tertentu. Menurut Marc Ancel {ujuan utama

* Sudarto {a), Hukur dan Hilum Pidana, Bandung - Alumni, 1981, kel 38,

B G. Peter Hocluagels. The Other Side of Crintinology, dalamn Bards MNawawi Arief,
Bunga Rampat Kebifokan Hubum Pidona, Bandung @ Citra Adilys Baki, 1996, hal 2.

% Thid. hal.57, 99, 100.

7 Muladi dan Bards Nawawi Ardef (8), Bunpa Rampai Hukum Pidana, Bandung ; Alumni,
1992, kel 3

* Hoefnagels. Op, Cit., hal 3657,

® Barda Nawawi Avief, Op, Cit,, {a), hal30.
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dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat, * Perlindungan
masyarakat diperlukan untuk menunjang pencapaian tjuan kebijakan
sosial, yaitu masyarakat adil dan makanur.

Tujuan kebijakan kriminal sebagai upaya perlindongan
masvarakat merupakan sikep nepara-negara anggota The United Nations
Asia and Far East Institide for the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (UNAFED yang mengemukakan :

Most of group members agreed some discussion that protection
society could be accept as the final goal of criminal policy, slthough
»of the wltimate aim of society, which might perhaps be described by

| terms like happines of citizens.

Agar  twjuan  kebjjakan krminal untuk  memberikan
perlindungan  terhadap masyarakat tercapai, perlu  ada upaya
penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, wpaya penanggulangan
kejuhatan pada hakikatnya jupa merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat, Oleh karena itu, kebijakan perencanaan untuk
meningkatkan  kesejzhieraan  sosial harus pula dibarengi dengan
kebijakan perencansan perlindungan sosial. Malahan sebenarnya di
dalam menetapkan kebijakan sosial, yaitu usaha-usaha yang rasional
untuk meningkatkan kesciahteraan r_nasyaﬁ(at, 81 dalamnya harus sudah
tercabup juga kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat
(social defence plunning).”

Upaya penanggulangan kejahatan perln ditempuh dengan
pendekatan integral, artinya ada keterpaduan antara faktor-faktor yang
terkait secars langsung meupun tidak langsung terhadap fenomena
kejahatan dan kebijakan penanggulangan kejahatan, Dengan pendekatan
yang terpadu  tersebut akan diperoleh efektifitas dan  efisienst
penanggulangan kejshatan.

¥ Artet, On Ci, hal, 3334,
3 ptuladi dan Bards Nawawi Arif (b), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1992,
hat, 158.

3 Mutadi dun Barda Nawawi Anf Loc. Cit., (), Hal.8.
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Ruang lingkup pendekatan integral dalam penanggulangan
kejahatan meliputi ©

a.  Adanya keterpaduan antara politik kiiminal dan politik sosial.

b.  Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan
dengan penal dan non-penal.

Disamping kedua keterpaduan tersebut, penanggulangan
kefahatan yang integratif mencakup pula

a. Keterpaduan antarz kebijakan pre emtif, kebijakan preventif,
kebijakan refresif dan kebijakan kuratif,

b.  Keterpaduan dan keterjalinan mtarak&bz;akan pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana (criminel policy) dan kchijak%mn
sosial (social policy}.

¢, Keterpaduan dan keterjalinan  kebijakan pencegshan  dan
penangpulangan tindak pidena melalui pendaysgunaan sistem
peradilan pidana dan non sistem peradilan pidana.

d. Keterpaduan den keterjalinan kebijskan pencegahan tindak pidana
vang berorientassi pada pelakn kejahatan {offender oriented
prevention} dan pencegahan yang berorientasi pada korban {(victin:
oriented prevention).

&, Keterpaduan dan keterjalinan antara pencegahan tindak pidana
yang bersifat sosial  edukatif (social and educative crime
prevention), pencegahan tindak pidana situasional (situational
crime  prevention), pencegahan  tindak  pidana  vang
mengikutsertakan masyarakat (community crime prevention} dan
pencegaban tindak pidana menurut prosedur hukum {procedural
crime prevention).

f.  Keterpaduan dan  keterjalinan  kebijakan pencegahan  dan
penanggulangan tindak pidana melalui peningkatan sikap dan
perilaku aparat penegak hukum dalarm mewujudkan rasa keadilan

¥ Departemen Kehakimag RI bekerasama dengan Asosiasi Xriminologi Indonesia dan
Fakuliss Hukum Universitas Diposegoro Semarang, Kebifokan Kriminal vang Integratf Untuk
Pencegahon dan Penanggpdangan Tindak Pidana Perkotaan, 1993, hal, 59-64,
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masyarakat {pelaku dan korban potensial) baik secara substantif
dan prosedural.

2. Kebijakan Hokom Pidana

Kebijakan hukam pidana merupakan terjemahan langsung dari
istilah penal policy. Adakalanya istitah peral policy ini ditefjemalkan
pula dengan politik hulum pidaﬁa. Istilah penal pelicy ini mempunyai
pengertian  yang sama dengan istilah criminal lew policy dan
sirafrechispolitick sehingga kedua istilah ini juga ditejemahkan dengan
politik hukum pidana stan kebijakan hulum pidana.

Politik hukum mempunyai dua ardi, yaitu :© {1} ossha unhuk
mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan
sttuasi vang ada pada suatu saat’’ dan {2} kebijakan dari negara melalul
badan yang berwenang unfuk menerspkan peraturan-peraturan yang
dikehendaki vang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan
apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa vang
dicita-citakan.” Kedus arti politik hukum tersebut mempunyai orientasi
yang samia, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang haras
sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dan juga harus sesuai derigan
pilai-nilai yang hidep dalam masyarskat serta dapat mendukung
tercapainya cita-cita masyarakat tersebut.

Ditinjau dari sudut politik hukum ini, pelaksanaan kebijakan
hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil
perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat
keadilan dan daya guna’® Disamping itu, melaksanakan kebijakan
hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi

pada suatu waktu dan unfuk masa-masa yang akan datang,”’ Jadi, tujuan

% Sudarto, Op. Cit., (), hal. 159,

¥ Sudarto (b), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakai, Bendung : Sinar Bary,
1983, hal.20.

 Sudarto, fhid., (b), hal. 161,

¥ Sudarto, Op, Cit,, (b), hal §3 dan 169,
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vang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah perabuatan
peraturan perondang-undangan pidana yang baik.

Disamping untuk membuat dan merumugkan peraturan
perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukam pidana juga
bertuivan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat uodang-
undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang
dan  juga kepada para penvelenggara atan pelakssna putusan
pengadilan, ™

Usaha dan Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana
yang balk pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari wjuan
penenggulangan kejahatan.. Jadi, kebijakan atau politik hulm pidana
jugs merupakan baglan dari politik kriminal. Dengan perkataan lain,
dilihat dari swdut poliik kripinal, kebgyakan hukum pidana identik
dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukom
pidana,*®

Ditinjau dad perspektif polittk kriminal, hukumn pidana
merupakan salah satu sarana penanggulangan ksjahatan (sarana penal)
disamping pevanggulangan kejahatan dengan sarana nonpenal. Dalam
hal ini, Soedarto mengemukakan sebagai berikut :

apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha
mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat /
modernisasi, maka thendaknya dilihat dalam  hubungan
keseluruhan politik kriminal atan social defence planning, dan
inipun harss merupakan bagian integral darf rencana
pembangunan nasfonal.*

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana i}atia
hakikatnya jugs merupakan bagian dari usaha penegakan hukum,
khususnya pencgakan hukum pidana. Oleh karepa itu, sering pula
dikatakan bahwa politik atan kebijakan hukum pidana merupakan bagian

pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement poticy M

a -

* Mate Ancel dalam Barda Nawawi Arief. Op. Cic, {a), hal. 29.
R Ariet O, Cir,, hal28. :

@ Soedacto (0), Kapita Seickic Hukum Pidana. bal 95,

# Arief, Loc. Cit,
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Ada dua masalah sentral vang menjadi pusat perhatian kebijakan
bukum pidana, vaity, pertama perbuatan apa yang ssharasnya dijadikan
tindak pidana dan kedus sanksi apa vang sebaiknva digunakan aten
dikenakan kepada si pelanggar. * Penganslisisan terhadap masalah-
masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara
kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan
nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula
diarzhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial
politik yang telah ditetapkan.”

3. Kriminalisasi

a. Definisi Kriminalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi
adalah proses yang memperlihatken perlaku vang semula tidak
dianggap sebagal peristiwa pidapa, tetapi kemudian digolongkan

sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.*!
Kriminalisasi merupakan tindakan atau penclapan penguasa
mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau
x golongan-golongan masyarakat dianpgap sebagai perbustan yang
dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.®® atan proses penetapan
suatu perbuatan sebagal perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.*
Krirninalisasi dspat pula diartikan sebagai proses penetapan
suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses
ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan
it diancam dengan swatu sanksi berupa pidana.®’ Disamping itu,

2 Ibid., hal. 35
* Arief. Ibid., hal 35.
Deparzemen Pendidikan Nasional, Xamus Besar Baf:asa Indenesia, Edist Ketiga,

Jakarts : Balad Pustaka, 2005, hal. 608

** Soetjono Saekznzo Eriminologi — Snatu Pengantor. Ccmkm Pertama, Jakaria @ Ghalia
Indonesia, 1981, hal. 62,

* Suwondo, Himpunun Karya Tentang Huloon Pidona, Yogyakarts © Liberty, 1982, hal
&1

* Sudarto, Op. O, {a), bal. 31.
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pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai.
Dalam hal ini vang dimaksedkan dengan kriminalisasi adalah
perubahan il yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya
merupaken perbuatan vang tidak tercela dan dituntut pidana, berubah
menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.**
Pengertian kriminalisasi yang digonakan dalam tesis ini
adalah kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang
sebelumnya bukan perbuatan terlarang dan tidak dipidana menjadi
perbunatan terlarang dan dapat dipidana. Dengan berpedoman kepada
kebijakan kriminalisasi ini meliputi dasar pembeﬁarax; iu‘iz;;inaiisasi,
kepentingan hukum yang melekat dalam kriminalisasi dan pengaruh
asas subsidiaritas tethadap pendayagunaan huloum pidana lingkungan.

b, Kriteria Umurmn Kriminalizsasi

Pada beberapa dekade terakhir ini, masalah kriminalisasi
makin mendapat perhatian dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan. Hampir di sefiap peraturan perundang-undangan terdapat
satu atau beberapa pasal mengenai ketentuan pidana. Fokus perhatian

' terhadap masatah keiminalisasi diwujudkan dengan mempertanyakan
kemball kebijakan lriminalisasi vyaitu apa vang menjadi dasar
pembenaran krirmnalisasi dan kepentingan hukum apa yeng hendak
dilindungi melalui kriminalisasi.

Mengenal kgiteda kriminalisasi dan  dekriminalisasi,
Bassiouni mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan
kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor
kebijakan tertentu vang mempertibangkan macam-macam fakior

termasuk :*°

* Friedman, Law in Changing Society, 2" Edition, New York : Columbia University
Press, 1972, Dikutip dari Effendi, Andi Zainal Abidin Fard dan Benny C. Manaroinsang, Op. Cit.,
hal,65.

¥ M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, 1978, hal. 82. Dikutip dari Barda
Nawawi Arief, Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana; Bandung : Citra aditya, 1996.
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1.  Keseimbangan serana  yang  digunakan  dalam
hubungannya dengan hasil-hasil vang ingin dicapal

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam
hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari.

3. Penilaian atau penaksiran fujuan-tyjuan yang dicari itu
dalam ksitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam
pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.

4.  Pengaruh sosial kriminalisasi dan deknminalisasi vang
berkenaan dengan atauw dipandang dari pengaruh-
pengaruh yang sg@der. | _

Pandangan lain 'mengenai kriteria  kririnalisasi  dan
dekriminalisasi dikemukakan cleh Scedarto yang mengungkapkan
bahwa dalam menghadapi magalah kaiminalisasi, harus diperhatikan
hal-hial vang pada intinya sebagai berikut.™

1. Penggunasn hukum pidana hanus memperhatikan tujnan
pembangunan nasional, vaitu mewunjudkan masyarakat
adil malomur yang merata materiel  dan  spiritual
berdasarkan  pancasila.  Sehwbungan  dengan  ini
{penggunaan) hokum  pidana  bertujuan  unfuk
menanggulangt kejahatan dan mengadakan pengogeran
terhadap tindskan penanggulangan ity sendi demd
kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan vyang diusahakan wuntok dicegah  atau
ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan
perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang
mendatangkan kerugian (materiel atau spiritual) atas
warga masyarakat,

3. Penggunaan hukum pidana harus pola memperhitungkan
prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle}.

4. Penggunaan hukum pidana harus pule memperhatikan

kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan

*# Rudarte, Op.Cit., (8}, hal. 4448,

Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnaing feidis2308s Indonesia



23

penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan
beban tugas (overbelasting).

" Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto di atas
mempunyai persamaan dengan kriteria kriminalisasi dan
dekriminalisasi hasil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaruan
Hukum Pidana (1976) yang menyebutkan beberapa kriteria umum
sebapai berikut.’!

1.  Apakah perbuatan jtu tidak disukai atau dibenci oleh
masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan,
menda_tangkan korban atau dapat mendatangkan korban?

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan
hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan
undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta
beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan ifu
sendin harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang
akan dicapai?

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak
hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat
diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau
menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga
merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu
diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Kdminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata
atas keinginan untuk memaksakan suatu sikap moral
tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu..

2. Alasan utama untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai
tindak pidana seharusnya tidak pemah didinkan suatu
kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap

3! Arief, Op. Cit. hal.38-40,
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seorang pelaku kejehatan potensial delam kepentingannya
sencird.,

3.  Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan
perlengkapan peradilan pidana,

4,  Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan
sehagai suatu tabir sekedar pemecaban vyang nyata
terhadap suatu masalah.™

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dan
dekriminalivasi dalam proses pembaruan hukum pidana. Pertama,
_penetapan suatu perbuatan schagai perbuatan terlarang (pertruatan
pidana) harus sesuai dengan perasaan huloum vasg hidup dalam
rmasyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatehan pidana
itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya lavanpgan-
larangan tersebut, Dan ketiga, apakah pemerintah dengan melewali
alat-alat negara yang bersangkutan, beful-betul mampu untuk benar-
benar melaksanakan ancaman pidana kalau temyata ada yang
melanggar larangan.®
Berdasarkan knferia-kriteria krimiinalisasi fersebut, dapat
diketahui bahwa penctapan kriminalisasi harus mempertimbangkan
baayak hal dan berkaitan dengan banyak aspek. Dengan demikian,
jika diinventarisir, ada sembilan aspek yang perlu dipertimbangkan
dalam kriminalisasi, yaitu sebagai berikut

I, Perbuatan vang akan dikriminalisasi adalah perbuatan
yang tidgk disukai, perbuatan yang dibenci dan perbuatan
tercele dalam masyarakat yang bersangkutan,

2. Penetapan loriminalisasi harus mempertimbangkan
kemampuan sumber daya manusia, khususnya
kemampuan SDM penegak hukom yang menjalankan
sistem peradilan pidana.

3.  Dalam melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus
didasarkan kalkulasi biaya dan hasil yang akan dicapal.

# Saedarto, Op. CF, (), hal 175.
”v}{oeljame, Arvas-Arus Flukium Pidana, Jakarta : PT. Bina Cieta, 1986, hal.5.
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4, Penetspan sualu perbnatan Sschagai perbuatan pidana
harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam
masyarakat.

5. Upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi harus sesuat
depgan fungsi hukum pidana scbagai senjata pamungkas
(ultimiim remedium} dalam ponanggulangan kejahatan.

8, Kriminalisasi dan dekriminalisasi harus menunjang
pencapaian cita-cita masyarakat dalam pembangunan
nasional.

7. Kriminalisasi harus mempertimbangkan sikap moral
masyarakat. :

8. Kriminalisasi haras mempertimbangkan efek yang akan
timbul, baik terhadap pelaku, korban, dan akibatnya
terhadap masyarskat  jika perbustan  itw tidak
dikriminalisasi.

9. Perbuatan vang dikriminalisasi adalah perbustan yang
dapat diproses oleh peradilan pidana,

¢. Dasar Pembensr Kriminalisasi

Kriminalisasi memerlukan adanya dagar pembenar. Dagar
pembenaran stau alasan/pertimbangan dilakukannya krimiualisasi
lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana. Artinya, dasar
pembenaran tersebut berkaitan dengan fakior-faktor sosial i jear
bidang hakam pidana. Faktor-faktor fersebut adalah faktor nilai,
faktor ilmu pengetahuan dan faktor kebijakan,

Dilihat dari faktor nilai, kaidah hukum pidanz merupakan
serangkatan nilai-nilai sosial yang meliputi nilai-nilai moral, nilai-
nilai agama dan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat.
Nilai-ntlai sosial -tersebut diproses melalei mekanisme politik
kemudian oleh pembentuk undangeundang dituangkan dalam
peraluran perundang-undangan. Dengan demikian, kaidah hulum
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pidana merupakan cerminan dar ntlai-nilai sosial yang ada dalam
masyarakat.

Hukum pidana mempunyai bubungan yang erat dengan
nilai moral khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah
moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana. Hal
inilah vang menyebabkan moralitas menjadi masalah yang penting
dalam pembentukan kaidah hukum pidana,

Jerome Hall mengemukakan behwa The moral quality of the
eriminal fow is the majer issues of our times and permeats all the
social disciplire, > Artinya kualitas moral hukum pidana
merppakan {su penting pada waktu s;ékarang dan meliputi se_zxma
digiplin sosial,

Keizhatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan
ameral dan pads vmumnya dapat dikatzkan bahwa kejahatan
merupskan bagian yang paling atau sangat amoral. Hebungan ini
dapat digambarkan sebagai dua buals ingkaran yvang bertitik pusat
satu, di mans perbuatan-perbuatan amoral merupakan lingkaran
yang besar, sedangkan pelanpparan aturan-aturan hukum pidana
(kejahatan) merupakan lingkaran vang lebih kecil.”® Artinya, dasar
pernbenaran uniuk mengkriminaiisasi svatu perbuatan menurut
perspektif moral adalah karena perboatan tersebut bergifat amoral
yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah moral dan dapat juga karena perbuatan fersebut
mengganggy perasaan moral yang hidup dalam masyarakat,

Ditinjau dari konsep nilai agama, dasar pembenaran untuk
menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan dalam bhukem islam
adalah, pertama, penentuan svatu perbuatan sebagal kejahatan
karena perbuatan terssbut merugikan masyarakat, Ruang logkup
kerugian masyarakat meliputi kerugian kepada tata aturan

 Yerome Hall dalam Romli Artasasmita, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta | Kajawell
1984, hal. 58,

® Purnianti dan Moh Kemml Dacmawan, Mazhah dan Pernggolongan Teori datam
Kriminologt, Bandung ; Citrz Aditya Baldi, 1994, hal 9,

Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain,lﬁﬂ%}g%s indonasia



27

masyarakat  atae  kepercayazan-kepercayaannya, merugikan
kehidupan anggota-anggota masyarakat, bendanya, nama baiknya,
perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang
dihormati dan dipelihara. ** Kedua, alasan penentuan suatu
perbuatan sebagal kejahatan adalah untuk melindungt kepentingan
masyarakat. Ringkasnys, dasar pelarangan sesuafu perbuatan ialah
pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.”’

Selain itu, alasan lalnnya untuk mengkriminalisasi suatu
perbuatan scbagal kejahatan adalah untuk memelihara akhlak
masyarakat. Syariat menganggap bahwa akhlak yang tinggi sebagal
semii‘ iﬁasya:akat. Hal inilah yang menyebabkan tiap perbuatan
yang bertentanpan denpan akhlak yang tinggi diancam dengan
hukunan,

Syariat menghukum perbnatan zina, dalam keadaan dan
bentuk bagaimanapnn juga karena zina dipandangnya bertentangan
dengan akhlak dan apabila akhlak ssudah rusak maka rusaklah
masyarakat, ** Demikian pula halnya dengan larangan minum
minuman keras, Akhimys, penentuan suatu perbuatan sebagai
kejahatan adalah untuk menghindari miudarat dan mengambil
manfaat,*’

Ditinjan dan konsepsi budaya, hukum pidana suatu bangsa
merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya bangsa tersebut.
Dongan kats fain, hukum pidana suate bangsa yang dibangun
dengan nilat-nilat budaya bangsa tersebut merupskan cermin dan
peradaban bangss it ® Hal vang sama dikemukakan oleh
Chrigtiansen yang menyatakan bahwa konsepst kejahatan dan
hukuman merupakan bagian esensial dari kebudayaan.™!

F

B ahmad Hanafl, Asas-dsas Hukuwm Pidana Isfam, Cet. Keempat, Jakarta : PT. Bulan
Bintang, 1990, hal 2, -

 thid, hal 2,

% 1bid, hal4

* 1hid, hal, 98,

% Soedarto, Op.Cit, (¢}, hal 49.

5 Arief, Qp. Cit., hal41.
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Tiap kebwdayasan dan setiap fase di dalamnya mengandung
kriminalitasnya sendiri dan demikian pula hukum pidananya
sendiri. Pengertian kriminalitas berjalin dengan kehidupan manusia,
Jadi sangat ditentukan oleh sejarah. Di semua masa dan pada
seua bangsa orang bereaksi terhadap apa yang dipandang sebagai
kriminalitas i dengan sengaja menimpakan kepada pelakunya
suatu nestapa walaupun tentunya dengan variasinva pula.*? Artinya,
dapat diketahui bahwa dasar pembenaran untuk menyatakan suaty
perbuatan sebagal kejshatan dalam konteks npilai-nilai budaya
adalah karena perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai atau norma-
norma budava vang terdapat dalam masyarkat,

Selanjutnys,  dasar pémbenaran untuk  melakukan
kriminakisasi techadap suatu perbuatan berdasarkan perspektif timu
pengetahuan, dapat dilihat dalam sosiologi. Difinjau dari sudut
sosiologis, dasar pembenaran untuk melakukan kriminalisasi
terthadap suatu perbuatan adalah karena perbuatan  tersebut
menyimpang atau bersifat anti sosial. Suatu perbuatan dikatakan
anti sosial karena merugikan masyarakat atau menimbulkan
kerusakan terhadap masyarakat. Becara sosiologis, kejahatan
muncu! dalam berbagal terminologi vaitu perilaku menyimpang
(deviant behaviour), perbuatan antisosial {antisocial behaviour),
perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan magyarakat (harm
behaviour to society), dan perbuatan penyelewengan adat dan
norma sosial, )

Sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang, kejahatan
dapat diartikan sebagai tingkah laku vang menyimpang dari aturan-
aturan normatif yang berlaku® atau penyelewengan terhadap adat
istiadat den aturan hubungan sosial di mana pelaskunya dapat

% Reestan Saleh (2), Kebijakan Kriminglisasi dan Dekriminalisesi Apu yang
Diblearakan Sostvlogt Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesie, Falultas Hukum 1,
hal.6-7,

% Saparinsh Sadli, Persepsi Sosial Perilaky Menvimpang, Jakarta : Bulan Bintang, 1976,
hal. 56,
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disiksa atau dibunuh oleh warga-warga suatu komunitas.** Periluku
menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atan
ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan
atan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual
maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil
atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial ®

Disamping sebagal perilaku menyimpang, kejahatan juga
dipandang scbagai perbuatan anti sosial. Perbuatan anti sosial
adalah perbuatan yang menghalang-halangi vsaha sosial dalam
menjamin keadilan sejati dan kesejahteraan. Pengertian anti sosial
tidak benar apabila diartikan sebagai lawan dari antireligius afau
immoral %

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, menupakan suaty
pengertian yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta
bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku {(baik akiif mavpun
pasif) yang dinilai oleh sebagaian mayoritas atau minoritas
masyarakat sebagai suatu perbuaian anti sosial, suatu perkosaan
terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup
dalam masyarskat sesual dengan ruang dan wakte. ¥ Paul
Moedikdo merumuskan perilaku kejahatan yang anfi sosial ind
dengan kata-Kata yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat
dibiarkan berlanpsung. Sebab, apabila berlangsung, akan
mengakibatkan  masyarakat menderita sesuatu  yang  fidak
diinginkan.®® |

Kejahatan juga merupakan perbuatan yang merugikan
masyarakat. Disini, pengertian kejahatan lebih ditekankan pada
kerugian bagi masyarakat dan vang banyak memperoieh inspirasi
dari sekelompok orang yang berpikir dan beranggapan bahwa

hal. 14,

 Scerjono Sockanto, Perspeltif Studi Hulum Dalam Masyarakat, IJnkarta : Rajawali,
1985, hal 31. - -

% Ihid, hal.25-26.

® Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung : Remadia Karya, 1984,

“ Iid hal. §.
 mbid hal. 15.
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perbuatan  tersebut merugikan. Kelompok ini  mempunyai
kekuasazn untuk memberlakukan pikiran dan anggapan yang
diyakininya itu dalam masyarakat, perbuatan-perbuatan itu harug
dilarang dan larangan itu dituangkan dalam hulom pidana®
Menurut perspektif hukum pidana, pengertian kejahatan
bersifat legalistik berdasarkan hukum pidana. M. Elliot
mengemukakan bahwa kejahatan adalah keselurvhan kelakuan
yang dilarang dan dipidana oleh negara.” Kelakuan atau perbuatan
yang dimaksud ditnangkan secara formal dalam aturan perundang-
undangan hukum pidana, sebagai perbuatan yang terlarang dan
pembangkangan  terhadap peraturan pmdéng—nndangan itu
diancam dengan reaksi formal yang tegas dalam bentuk pemberian
penderitaan tertentu.”’ Oleh karena itu, Sutherland sccara tegas
menyatakan hahwa salah satu syarat bagi adanya svatu kejahatan
ialah harus tersedia ancaman hukuman bagi perbuatan pelanggaran
tersebut.
Kemudian, kejahatan dalam arti kriminologis adalah tiap
kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan yang
menimbulkan begitu  banyak ketidaktenangan dalam suatu
magyarakat tertentu sehingpa masyarakat itu berhak untuk
mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam
bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan itu.”
Dilifat dari sudot  kebijakan, aturan-aturan  hukum,
termasuk hukum pidena, adalah perwujudan dari kebijakan-
kebijakan. Bahkan, menurut Ronald Dworkin, hukum tidak hanya
terdini dari aturan-ahiran saja, tetapi juga mencakop prinsip-prinsip
dan kebijakan-kebijakan. Karena hukum merupakan perwujudan
dari kebijakan, atwran hukum terssbut hanya dapat dimengerti

 Henkie Liklikwwata, Sosiologi Kejahatan Hukum Pidana Dan Penjahat, Jakarta * Ind-
Hillco, 1993, hal 36~ :

* purnianti dan Moh.Kema! Darmawan, Op. Ciz, halg

' Henkie Likikuwata, Op. C#., hal.3

? Sutherland dalam Romli Arasasmila, Op. Cit, hal4d.

B Rosslan Saleh (b), Perbuctan Pidana dan Pertanggungiowaban Pidona . Duo
Pengertian Dagar Dales Fhdam Pidana, Jakarts - Aksars Bara, 1983, hal. 17,
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dengan tepat bila dilihat dard segl tujuan dari kebijakan vang
bersangkutan,” Jadi, sebentarnya kriminalisasi dimaksudkan untuk
mencapai tajuan-tujuan tertentu. Hukum Pidana vang berfungsi
dalam sistemn sosigl spatu negara diarahkan kepada terwujudnya
tajuan negara.” Dalam hal ini negara bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada rakyatnya terhadap kejahatan {tindak pidana).
Perlindungan magyarakat dalam bukum pidana berarti melindungi
masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang membahayakan

keselamatan masyarakat,”

d. Kepentingan HMukum Dalam Kriminalisasi

Hukum sebagai kaidah perilabu memiliki arti penting
dalam mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara, baik yang
menyangkut hubungan individu dengan individu, hubungan
individe dengun masyarakat dan negara, serta hubungan
antarnegara. Dalam konteks ind, perbuatan-perbuatan yang boleh
dibukurmn adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan
tata tertib negara, biarpun berlentangan dengan kesusilaan tidak
dapat dihukum.”’

Selain mengganggu tata terfib negars, hukum menaruh
perhatian atas tingkah I2ku manusia itu s¢jauh dia merupakan dan
menyinggung kefertiban dad  kehidupan bersama. "°  Jadi,
keberadaan . hukum dimaksudkan untuk mielindungi kepentingan
masyarakst dan kepentingan negara. Kedua jenis kepentingan
tersebut merupakan kepentingan utama yang hendak dilindungi
oleh hukum pidana selain jugs memberikan perlindungan kepada

kepentingan individy,

™ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial ~ Buku
Teky Sosw!agn Hulunr Buitu J, Yakarta ; Simar Harapan, 1990, hal 17.
Saleh., Op iz, {aY, hal.2,
* Moeljatno, Fungst dan Tujuan Fukum Pidanz Irdonesia, Jakarta © PT. Bma Aksars,
1985, hal 49,
™ E. Utrecht, Hukur Pidana I, Surabaya : Penerbit Pustaka Tinta Mas, 1926, hal. 149.
® Roeslan Salek, Beberapa Catatan Sekitor Perbusian Dan Kesalahan Dalam Hubum
Pidana, Jakarta : Aksara Bawu, 1985, hal 66,
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Hukum pidana dimaksudkan untuk melindung kepentingan
urnum. Kepentingan umum yang ingin dilindungl oleh hukum
pidana tersebut tercermin dari substansi norma-porma perilaku
yang ditetapkan sebagai aturan pidana. Misalnya penentuan dapat
dipidananya pembunuban dan pembunuhan berencana berkaitan
dengan kepentingan hukum ; nyawz manusia, Penentuan mengenai
dapat dipidananya delik-delik harta benda berhubungan dengan
kepentingan hukum : pemilikan.”

Sebenamya kepentingan umum  yang dilindungt oleh
hukum pidana pada dasamys merupakan himpunan dari
kepentingan-kepenfingan individu-individe yang masing-masing
berdiri secara pribadi jugs. Dengan demikian, jelasiah bzhwa
hukum pidana ita mengatur kepenfingan umuom vang sekaligus
menjamin pula kepentingan pribadi atau kepentingan individu. ¥
Dengan demikian, terdapat tiga jenis kepentingan yang dilindungi
oleh bokum pidana, yaitu : kepentingan individu, kepentingan
masyarakat dan kepentingan negara.

Kepentingan sosial veng mendapat perlindungan hukom
pidana, menurut Bassiouni, adalah nilaj-nifai yang meliputi =*'

L. Pemeliharaan tertib masyarakat.

2. Perlindungan warga magsyarakat dari kejahatan, kemogian
atau bahaya-bshaya veng tak dapat dibenarkan, vang
dilakukan oleh orang lain apabila pidana i fidak
dikenakan.

3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar
hukum,

4. Memelihara atan memperrtahankan integritas pandangan-
pandangan dasar ferienfu mengepal keaddan sosial,

martgbat kemanusiaan dan keaddilan individu,

7 }E. Sahetapy, Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1995, hal 23,

® purbacaraka dan A Ridwan Halim, #isgfat Hulbum Fslam Dalom Tonve Jawah,
Jakarta ; CV. Raiawali, 1982, bal.13.

¥ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangon Kejahatan Dengon
Pidana Penjara, Semarang 1 CV. Acanta, 1984, hal 43.
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Aspek kepentingan sostal lainnve vang perlu mendapat
perlindungan hukum pidana yang menjadi dasar eksistensi hukum
pidana meliput nilai-nilai pokok sebagai benkut

1. Keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap
hukum pidana yang mutlak harus dapat dicapai.

2. Resadaran warga masyarakat aken makna dan hakikat
hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan,
kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai
tujuan akhir hukum pidana.

3. Keserasian antara  kejasmanian  (aspek lahir) dan
kerohapian {(aspek batin) maupun kebamuan dan
kelestarian  harus dicapai dalam  peoerapan  hukum
pidana.®

Dalam golongan kepentingan sosial tercakup pula antars
lain kepenfingan akan keamsnan umum, kehidupan pribadi,
perlindungan terhadap moral, konservasi sumber-sumber daya
sosial dan alam, serta kepentingan dalam perkembangan ekonomi,
politik dan kebedayaan.® Disamping itu, tercakup pula nilai tata
tertib. dan kontrol yang meraraupakan unsur kepentingan nilai
minimum dalam hukum pidana®

Nilagi-nilai pokok yang dilindungi huloun pidana berfungsi
untuk hal-hal berikut ;

1. Sebagai unsur dasar isi aturan yang pada dasamya
mengatur keserasian anfarz kepentingsn pribadi dan
kepentingan umam.

2. Scbagai sassran yang akan dicapai / diwuvjudkan dalam
kehidupan masyarakat melalui peperapan hokum pidana,

%2 porbacaraka dan A. Ridwan Halim, Op. Git, bal 1.

& Soerjono Soekanto, Cp. Cit, hal 31

8 A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum Dan Perkembangan Sosial - Buku
Teks Susiologi Hukum Buku 121, Yakacta : Sinar Hacapan, 1990, hal.119.
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3. Merupakan fitik uji utama bagl masyarakat dan para ahli
hukum atau pembentuk undang-undang dalam mengukur
efektifitas dan efisiensi suatu aturan hukum pidana ¥

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hukom
pidana bukan hanya melindungi kepentingan masyarakat dan
kepentingan negara, tetapi juga kepentingan  individe
Kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum pidana tersebut
tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana yaitu dalam
Kitab Undang~Undang Hukom Pidana (KUHP) atau dapat juga
dalam peraturan perundang-undangan pidana kbusus dap peraturan
perundang-undangan pidang administeanf

B. XKebijakan Kriminalisasi Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997
1. Definisi Linglonngan Hidup

Istilah hogkungan atau lingkungan hidup atau lingkungan hidup
manusia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris “eavironment and
human environment”, seringkali digonakan dalam pengertian yang
sama. ™ Pengertian environment menurut Sewell yaitu “Environment can
be defined as the sum of all external influences and Jorees acling upon
an object, usually assume io be living being"® Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, lingkunpgan hidup adslab kesatuan ruang dengan
dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidep, termasuk
manusia dan perilakunya yang mempengarubi. perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lairnya ¥

Apabila disimak dari segi etimologi bahasa, lingkungan hidup
yang terdiri dari komponen-komponen yang satu dengan vang lain saling

- ¥ Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Op, Cit, hal 2.
% Daud Silalabd, Hubwm Linghungan dalam Sistem Penegakan Hulowm Linghungan
Indonesia, Bandang  Alumed, 1992, L7,
¥ Sewell dalam Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalars Sistem Peuegaken Hukum
Linglumgan Indonesia, Bandugg : Alumnai, 1992, hal.7.
% Departemen Pendidikan Nusional, Op. Cie, hal.675
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berkaitan dan membentuk apa yang disebut ekosistem merupakan hidup
atau kehidupan (the means of tiving.”

Definisi lingkungan (environt) dan orang (person) menurut
“International Meeating of Experts on The Use of Criminal Sanction in
The Protection of Enviropment Internationally Domestically and
Regionally”, Portiand, Oregon, USA, 19 23 March 1994, yaim ;

{.  Lingkungan (environment) berarti lingkungan alam dan
lingkungan budaya,

2. Orang {person} berarti orang seorang (individu) dan
organisasi, berbentuk badazz hukum atan tidak, dan termasrzk
pemerintah {goverments).”

Lingkungan hidup menurut Sogjopo terdiri dari lingkungan fisik
jasmant (physical environment) dan Hngkungan sosial budaya (secial
cultural environmenz). Lingkungan fisik jesmani mencakup semua unsur
faktor fisik jasmani yang terdapat dalam alam termasuk manusia, hewan
dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan lingkungan sosial budaye meropakan
pantulan sifat sosial tiaptiap makhluk hidap, khususnya manusia yang
lazim disebut budi daya serta kebudayaan (cuiture).”’

Drupsteen  mengemukakan  bahwa  bhulkum  lingkungan
{(milicrrecht) adalah hukum yang bechubungan dengan lingkungan alam
{naturlijk milics) dalam arti yang seluas-luasnya. Ruang lingkupnya
berkzitan dengan dan Jditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan
lingkungan. Dengan demikian hukum logkungen merupzkan
instrumentartum yuridis bagi péngelolaan lingkungan %

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan di
Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagal berikut ;

I. Hukum tata lingkungan
2. Hukum perlindungan Lingkungan

% Hermion Hadiati Koeswad)i, Hulbum Pidana Linghungan, Banduag - PT. Ciwra Aditya
Bakti, 1593, hal. 146

.  Barda Mawawi Arief; beberapa hasil International Mecting of Experts on The Use of
Criménal Sanction in The Profeciion of Environment Internetionally Domestically and
Regiﬁwfgy Forttand, Oregon, USA, 18 23 March 1994, hal 8

30@}011{3 Anak dan Lingkungan Hidup, Suara Merdeka, Senin 24 Tulj 2000

% Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tuta Linghungan, Edisi Keenam, Yaogyakarta
Gadjai:i Mada University Press, 1994,hal.50
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hat

Hukum keschatan lingkungan
4, Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan

misaloya pencemaran oleh industr dan sebagainya)

5. Hukom lingkungan transnasional / internasional {dalam
kaitannya dengan hubungan antar negara)

6. Hukum perselisithan linglongan (dalam kaifannya dengan
misalnya geﬁyeiesaiazz masalah  ganfi  kerugian den
sebagainya)”

Hukum perlindungan lingkunpan sebagat salah satu aspek hukum
lingkungan, merapakan disiplin ilmu yang dapat memberi  sumbangan
bagi pemecahan masalah di bidang konservast sumber daya alam hayati
dan ekosisternuya melalui diterbitkannya peraturan perundang-undangan

yang menopang upaya konservasi,”?

2. Rumusan Ketenfuan Pidana Undang-Undang No.23 Tahun 1997
Tentang Lingkungan Hidup

Perbustan yang dapat dikenakan sanks) pidana harus dirumuskan
oleh pembual undang-undang. Rumusan delik mempunyai beberapa
fungsi. Pertwma, perumusan delik merupakan penerapan dar asas
lepalitas di mana sanksi pidana hanya mungkin dikenakan terhadsp
perbuatan yang teriebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana oleh
pembentuk undang-undang. Dalam hal ini rumusan dolik merupakan
fungsi melindungl dari hukum. Rumusan delik juga mempunyai fungsi
petunjuk buktl yaitu rumusan delik menunjukkan apa yang harus

- dibuktikan menurut hukem. Bagian-bagian ini disebut dengan unsur-
nnsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat memidanskan
suatu perbuatan. Arfinya untuk dapat dipidana, seraua unsur delik harus
dapat dibuktikan sesvai ketentuan hukum acara pidana.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No, 23 Tahun 1997
adalah sebagai penunjang hukum administrasi di bidang pengelolaan

e

% Ibid, hal. 36,

* Koesnadi Hordiasoeraantrl, Hukum Perlindungan Linghunpon Konservasi Sumber
Dava Afam Flaveti don Fhosistemnyqa, Fdist Pertams, Yogyakarta 1+ Gadjah Mada University Precs,
1995 hal .
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lingkungan hidup. Sistematika Undang-Undang No.23 Tahun 1997,
adalah sebagai berikut ;

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Asas, Tujuan dan Sasaran

BAR I Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

BAB IV . Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB V Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

BAB VI Persyaratan Penafean Lingkungan Hidup yang
meliputi perizinan, pengawasan, sanksi admirnistrasi dan andit
lingiungan hidup. .

BAB VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup vang
melipati : unnun, penyelesaian sengketa lingkungan hidup
diluar pengadilan dan peneyelesaian sengketa lingkungan hidup
melalul pengadilan vang terdin dari ganii rug, tanggong jawab
mutlak, daluwarsa untuk pengajuan gugatan serta hak
masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan
gugatan.

BAB VII Ketentuan Mengenai Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana Lingkungan Hidop

BAB X Ketentuan Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

BAB X Ketentuan Peraliban

BAB XI Ketentuan Penutup

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah BAB IX mengenai

Ketentuan Pidapa di Bidang Lingkungan Hidup. Rumusan tindak pidana
lingkungan hidup memarot Undang-Undang No.23 Tahun 1997, adalah
sebagai berikut ;

Dalam Pasal 41, disebutkan ¢

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepulub) tahun dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah).
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{2} Jika tindak pidana schagaimana dimaksud pada ayst (1)

mengakibatkan orang mati atan luka berat, pelaku tindzk
pidana diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujul ratus
fima puluh juta rupiah).

Dialam Pasal 42, disebutkan :

(1)

2

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan
yang mengakibatkan penmcemaran danfatau  perusakan
lingkungan hiidup, diancam dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tehun dan denda peling banyak Rp.
1060.6060.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luke beral, pelaku bndak
pidana diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus Hma puluh
juta rupiahy.

DPalam Pasal 43 disebutkan ©

(1

&)

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentvan perundang-
undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuat zat,
energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun
masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atan ke
dalam  air permukaan, melakukan impor, ekspor,
memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut,
menjalankan ipstalasi yang berbshaya, padahal mengetahui
atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut
dapat menimbulkan pencemaran danfetau  perusakan
Hngkungan hidup stau membahayakan kesehatan vmum atau
nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
& {enam) tahun dan denda paling banvak Rp. 300.000.000,00
{tiga ratus jula rupiah}.

Diancam dengan pidana yeng sama dengan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan
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sengaa memberikan informasi palsu atau menghilangkan atgu
menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan
dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, padzhal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bshwa perbuatan  tersebut  dapat menimbulkan
pencemaran  dan/ataun  perusakan lingkungsn hidup atau
membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain,

{3} Jika tindak pidana scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2} mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku
tindak pidana diancam dengan pidana paling lama 9 {sembilan)
tahun dan denda paling banyak Rp. 450;000.000,00 (ernpat
ratus lima poleh juta rupiah),

Dalam Pagal 44 disebutkan :

{1} Barangsiapa yang demgan melanggar ketentuan perundang-
undangan vang Dberlaku, karens keaipaannya melalkukan
perbuatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancarn
dengan pidana paling lama 3 (tign) tahun dan denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

{2) Ika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
mengakkibatkan orang mati atau Juka berat, pelaku dndak
pidana diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 {(seratus Ema puluh
juta rupiah).

Dengan demikian, jenis-jenis tindak pidana lHmgkungan yang
diatur dalam Undang-Undang No23 Tahun 1997, vaitu:

{1} Secara melawan hukum dengan sengaia melakukan perbuatan
vang mengakibatkan pencemaran danfataw  perusakan
lingkongan hidup (Pasal 41 ayat (1}). Yang dimaksud dengan
pencemaran lingkungan hidup adelah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, ecpnergi dan/ atan
komponen lain ke dalam limgkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga kualitasnya turun gampai ke tingkat tertentu
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vang menyebabkan lingkongan hidup tidak dapat berfungst
sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ke-12); sedangken yang
dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adaldh
tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik danfatan hayatinya vyang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan {(Pasal 1 ke-14).
Karena  kealpmannys  melakvkan  perbustan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atan perusskan lingkungan
hidup (_P_gsa‘I 42 ayat (1))

Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan  yang

berlalm, sengaja melepaskan atau membuang zal, energ,
dan/atau komponen lain yang berbabaya atsu béracun masuk
di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udars atao ke dalam air
permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan,
mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan
instalasi yang berbashaya, padahal mengetahui atau sangat
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat
menimbulkan pencemaran dan/alan perusakan lngkungan
hidup atau membahayakan keschatan umum atau nyawa
oorang lain (Pasal 43 ayat (1)).

Denpan  sengaja memberikan  informasi - palsu  atau
menghilangkan ateg menyembunyikan atau merusak informasi
vang diperiukan dalam kaitannya dengan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui
atau sapgat beralasan untuk mendega babwa perbuatan
tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan
linglungap hidup atau membahayakan kesehatan umum atan
nyawa orang lain (Pasal 43 ayat (2)).

Dengan melanggar ketentuan perundang-undangan  yang
berlaku,  karena  kealpaannya melakukan  perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 (Pasal 44 ayat 1}).
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Fika dicermati keempat pasal tersebut intinya adalah sebagat

bertkut :
{13 Pasal 41 ayat{1):

2

“Secara melawan hukum dengan senpajs melakukan pebuatan
yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup”
Yadi, dalam Pagal 41 ayat (1) ini ada dua tindak pidana lingkungan
hidup, yaitu :

a. Pencemaran lingkungan hidup vang dilakukan secara

melawan hokum dan dengan sengaja.
b. 'Pmsaiwn lingkungan hidop vang dilakukan sccara melavan
tokum dan dengan sengaja.

Peromusan {indak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 41 ayat (1)
Undang-Undang No23 Tahun 1997 tersebut mirip dengan
rumusan lama dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.4
Tahun 1982, banya saja di dalam Undang-Undang No.4 Tabun
1982 tidak dimmuskan unsur “melawan hukum”. Perumusan
deliknya juga sama yaitu diramuskan sebagai delik materiel.
Pasal 47 ayat (13 :
“Karena kelalatannys melakokan perbuatan vang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”
Tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal ini rocrupakan delik
culpa dari delik dalam Pasal 41 ayat (1), Delik culpa dalam Pasal
42 ayat (1) ini mirip dengan vang diromuskan dalam Pasal 22 ayat
{2} Undang-Undang No.4 Tahun 1982, Perbedaannya adalah dalam
Undang-Undang No4 Tahun 1982 delik cuipe ini dinyatakan
sebagal “pelanggaran”, sedangkan dalam Undang-Undang No.23 -
Tahun 1897 dinyatakan sebagai “kejahatan” (berdasar Pasal 48).
Demikian pula ancaman pidananys berbeda, di mana menurut
Pasal 22 Undang-Undang No.4 Tahen 1982 hanvs diancam dengan
pidana kurungan selama 1 (sati) tahun dan atau denda Rp.
1.600.0600,40 {satu juta rupiah)
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(3) Pasal43:
Tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal ini dirumuskan dalam
ayat (1) dan ayat (2). Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan
dalam ayat (1} adalah sebagai berilut :
1. Bara;gsiapa
(a) Melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau
komponen lain yang berbahaya atan beracun masuk di
atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam
air permukaarn.
) ‘M_elakukan impor, ekspor, —memperdagangkan,
mengangkut, menyimpan bahan tersebut
{c) Menjalankan instalasi yang berbahaya,
2. Perbuatan tersebut pada nomor 1 dilakukan dengan
- Melanggar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
- Sengaja
- Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa  perbuatan  tersebut  dapat
menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup . atau membahayakan kesehatan
umum atan nyawa orang lain.
Memperhatikan adanya tiga perumusan perbuatan pada unsur
nomor 1 di atas, dapatlah dikatakan bahwa Pasal 43 ayat (1)
mengandung tiga perumusan tindak pidana. Suatu hal yang perlu
dicatat, seyogianya di antara ketiga perbuatan tersebut, masing-
masing diselipkan kata “atan”.
Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (2) adalah
sebagai berikut :
(1) sengaja memberikan informasi palsu atau
menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak
informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(2) padabal mengetahui atau sangat beralasan untuk

(4) Pasal44:

menduga  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat
menimbulkan  pencemaran  dan/atau perusakan
imgkungan hidup atau membshayakan keschatan

ummum atau nyawa orang lain,

Tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal ini merupakan delik

enipa terhadap delik yang diromuskan dalam Pasal 43.

Memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam
Pasal 43 dan Pasal 44 di atas, terlihat bahwa kedua tin_d_ak }gidggxg
itu dirumuskan sebagai delik formil. Kedua tindak pidana ini

merupakan perumusan delik bars yang Hidak ada dalam Undang-
Undang No.4 Tahun 1982,

Tindak pidana lingkungan hidup yang dirumuskan pada Pasal 41

sid Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dikualifikasikan

schagal “kejahatan” (Pasal 48). Hal tersebut berlainan dengan Undang-

Undang No. 4 Tahun 1982 yang membedakan tindak pidana lingkungan

hidup yang berupa “kejahatan”, yang didasarkan unsur subyektiffsikap

tatin bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaia dan “pelanggaran”™,

yang. didasarkan sikap batin bahwa perbuatan difakukan dengan

kealpaan.

Perumusan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua cara,

yaity

1. Perumusan tindak pidana sebagai delik formil (formeel delict)

vaitu apabila tindak pidana dirumuskan sebagai wujud
perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang ditimbulkan oleh

perbuatan tersebut.

2. Perumusan tindak pidana sebapai delik matenil (materieel

delict), yaitu apabila tindak pidena diromuskan sebagai

perbuatan yang menyebabkan terjadinya suata akibat tertentu,

fanpa merumuskan wujud perbuatan tersebut.
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Perumusan delik fornil di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun
1997 terdapat dalam Pasal 43 ayat {1). Unsur terpenting dalam delik ini
adalah perbuatan, yaitu perbuatan melepaskan atau membuang zat,
encrgi, dan/atau komponen lain vang berbahaya atau  beracun,
melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan
bahan berbahaya, dan scbagainys vang tidak sesuai dengen keteptuan
yang terdapat dalam peraturan atau izin. Artinya delik inl tergantung
Repada kelentuan administranf {administrative dependent crime), yailu
pelanggaran atas ketentvan-ketentuan yang terdapat dalam izin atau
tidak memiliki izin sama sekali untuk melakukan suatu kegiatan,
merupakan penenty terjadinya !iézdak pidana/delik, Baiazﬁ hal in cokup
dibuktikan akibat yenp bersifat potensial. Penegakan hukumi terhadap
delik ini lebih bersifat wltimum remedium, yaitn peaggunaan hukum
pidana dilakukan setelah pencgakan hukum administrasi dan perdata
tidak efektif.

Perumusan delik materiil dalam Undang-Undang No.23 Tahun
1997 terdapat dalam Pasal 41 yaitn perbuatan menimbulkan
pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Unsur terpenting dalam delik
ini adalsh timbulnya akibat berupa pencernaran/perusakan lingkungan
hidup. Delik ini juga tidak tergantung pada ketentuan administrasi vang
terdapat dalam izin (adwministrative independent crime). Artinya jika
terjadi akibat pencemaran/perusakan lingkungan hidup, dapat langsung
dikenakan Pasal 41 meskipun tidak ada pelanggaran izin. Aken tetapi
penegakan hukumnya ditekankan pada penerapan asas  preminm
remedium i mana penegakan hukum pidana dapat dilakukan lebih
dahulu tanpa menunggu dilakukannyz penegakan hukum edministratif
atau perdata.

Perumusan findak. pidana lingkungan hidup dalam Undang-
Undaag No. 23 Tahun 1997 selalu diawali dengan kata-Kata “Barang
siapa”, vang-menunjukkan pada pengertian “orang”. Tetapi dalam Pasal
1 ke-24 dinyatakan bahwa vang dimaksud dengan “orang” adalah
“perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”,
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Selanjutnya dalam Pasal 45 dan Pasal 48 juga mengatur tenfang

perlanggungiawaban badan hukum, persercan, perrserikatan, vayasan

atau organisasi lain. Jadi, subyek hukum tindak pidana lingkungan hidup

dapat meliputi orang (naneelifk persoon) dan badan hukum (rech!

persoon),

3. Alasan/Pertimbangan Kriminalisasi Datam Undang-Undang Ne.23
Tahur 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Kebijakan kriminalisasi yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun

'1997 didasarkan kepada beberapa pertimbangan, antara lain :

(1) Berdasarkan konsiderans huruf a yang menyebutkan bahwa

lingkungan hidup Indoncsia sehagal karupia dan rahmat Tuban
Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan
ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranys. Artinya,
dasar pembenaran kriminalisasi ini sdalah karena perbuatan-
perbuatan yang mencemari dan/atan merusak lingkungan hidup
sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa memupakan
perbuatan yang bertentangan daﬁgax; nilai-nilai keagamasn.

Berdasarkan konsiderans huraf b menyatakan bahwa dalam rangka
mendayagunakan  sumber daya alam  untuk  memajukan
kesejahteraan umum seperti diamanatkan datarn UUD 1945 dan
untiuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila, periu
dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hadup berdasarkan kebijaksanaan nastonal yang terpadu
dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutvhan generasi
masa kini dan generasi masa depan. Artioya, dasar pembenar
kriminalisasi  adalah  karena perbuaten-perbustan  tersebut
bertentangan dengan nilai-nilai pancasila vang menghendaki

adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam

hubungan antara manusia dengan Tuban Yang Maha Esa, manusia -

dengan manusia, mavupun manusia dengan alam. Disamping ifu,

dasar pembenar fainnya adalah karena perbustan-perbuatan
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tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan agar
sumber daya alam dipergunakan  scbesar-besamys  untuk
kemnakmuran rakyat yang dapat dintkmati secara berkelanjutan dad
generasi masa kind hingga ke penerasi yang akan datang.

(3} Berdasarkan konsiderans huruf ¢ menyatakan bahwa ole¢h karena
itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lngkungan hidup
untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan
hidup vang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang
terlaksananyz pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan
lingkungan hidup. Konsiderans huruf © ini menunjukkan bahwa
kriminalisasi di bidang iéﬁgimngaﬁ atau juga dapat dikatakan
hukum pidana lingkungan merupakan alat kebijekan pemerintah
vang  khususnya bertujuan  wntuk  mengamankan  dan
mempertahankan  kebijakan pembangunan  berkelanjutan  yang
berwawasan lingkungan hidup.

4. Kepentingan Hokum Yang Hendak Dilindungi Melalui Kriiinalisasi
Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997
Undang-Undang No.23 tshun 1997 memupakan perubahan atan
penyempumazn dari Undang-Undang No. 4 Tabun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentwan Pokok Pengelolaan Lingkungen Hidup., Faktor
yang melatarbelakangi perubshan Undang-Undang Lingkungan Hidup
ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.
Namun, faktor pendorong perubahan itu dapat dilihat dari semakin
banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia di
mana sebagian besar kasus-kasus lingkungan tersebut tidak dapat
dijaring dengan undang-umdang vang lama. Kasus vang menarik pada
kuron waktu 1990 ~ 1993 yang tidak dapat diatasi adalah kasus impor
bahan berbahaya dan beracun (B3). Salah satu kasus yang terjadi adalah
kasus impor aki bekas pada tahun-1991 dimana sebanyak $1 peti kemas
(container) aki bekas yanp termasuk bahan berbahiaya dan beracun (B3)

diimpor dari Belanda. Hal jtu disebabkan adanya kelemahan substansial
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yang terdapat dalarn Undang-Undang No. 4 Tabun 1982 khususnya
-mengenal pengaturan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

Axtinya, perobahan UU No.4 Tahun 1982 menjadi UU No. 23
Tahun 1997 dimaksudkan untuk menyempurnakan  kelemahan-
kelemahan yang terdapat dalam ondang-undang tersebut. Hal inl dapat
dilihat dari adanya penambahan tindak pidana lingkungan baru vang
berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan  beracun (B3)
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UL No.23 Tahun 1997,
Selain itu, terdapat perubahan dalam pembernian sanksi pidana yang
‘berupa pemberatan sanksi pidana terhadap tindek pidana lingkungan
yang sudal ada sebelumnya dalam UU No. 4 Tahun 1982,

Menurat Undang-Undang No.23 tahun 1397 {entang Pengelolaan
Linglamgan Hidup, ada tiga jenis perbuatan vang dikategorikan sebagal
tindak pidana, vaitu ;

{1} Secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan -

pencemaran dar/atau kerusakan lingkungan hidup.,

(2) Melanggar ketentuan perundang-_undangau yang berlaku, sengaja
melepaskan ataw membuang zat, energi dan/atau komponen lain
vang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam
permukasn tanah, ke dalam udara, ke dalam air permukaan,
melakukan impor, ckspor, memperdagangkan, mengangkut,
menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi vang berbashaya,
padabal mengetabui atau sangat beralasan untuk roenduga hahwa

perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau’

perusakan lingkungan hidup ataw membahayakan kesehatan urnurn
atau nyawa orang lain,

(3) Memberikan informasi palsu atau menghilangkan atan
menvembunyikan atan merusak informasi vang diperukan dalam
kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angks 2

- padabal mengetahui ataw sangat beralasan untuk mendugs bahwa

perbuatan  tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau
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perusakan hinglkungan hidup atav membahayakan keschatan vmuom
atau nyawsa orang lain.

Perbuatan-perbuatan vang dikategorikan findak pidana tersebut,
dapat dilakukan dengan sengaia atau dengan kealpsan. Disamping itu,
dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat atau meninggal dania,

Memperhatikan uraian-uraian tersebut, dapatlah diketahui bahwa
kepentingan hukum yang dilindungi melalui kriminalisasi dalam UU No.
23 Tahun 1997 adalah kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini
secara eksplisit dinyatakan dalam konsiderans huruf ¢, vaito bahwa
pengelolaan lingkungan hidup untuk meiegtar%é;an dan mengembangkan
kemarmpuan lingkungan hidup vang serasi, selaras, dan selmbang guna
menunjang terlaksananys pembanpunan berkelanintan yang berwawasan
lingkungan hidup. Kepentingan hukum lainnya yang hendak dilindungi
melalui krimiralisast ini adalah kesehatan tmum dan nyawa manusta.
Perlindungan terhadap kepentingan hukum ini secara implisit terdapat
dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana lingkungan sebagaimana yang
terdapiat dalam Pasal 41 avat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (3) dan
Pasal 44 ayat {2}.

Selain ito, dengan melihat perumupsan Pasal 41 den 42 yang
menckankan kepada timbulaya akibat pencemaran/perusaken lingkungan
hidup, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal ini pembuat undang-
undang . memfokuskan diri pada tindakan vang langsung menyakih
(melanggar) kepentingan hukom pelestarian  Hngkungan hidup.
Sedangkan Pasal 43 dan 44, lebih menckankan kepada timbulnya
keadaan bahaya vyang berupa potensi atau ancamen ftimbulnya
pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Pasal 43 dan 44 lebih tertuju
kepada upays mencegah bzhaya atan  ancaman  bahaya
pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang dapat saja timbul zebagai
alibat dari  pelepasan, pengeksporan/pengimporan, perdagangan,
- pengangkutan, dan penyimpanan zat, energi dan/atau keomponen lain
yang berbahaye atau beracun yang dilakukan tanpa izin atau melanggar
ketentuan perundang-undangan yaog berlaku
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C.  Asas subsidiaritas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997

Hukum pidana betbeds dengan bidang hukum lainnya karena sistern
sanksinya yang negatif mengandung paksaan {dak enak diraszkan. Sifat
sanksi pidana yang negatif itu hendaknya hanya diterapkan apabila benar-
benar upaya lain sudah- tidak lagi memadai sehingga hukum pidana
seyogianya mempunyai fongsi yang subsider. Disamping sifat yang tidak
enak dirasakan bagi seseorang darl penerapan pidana yang negatif itu masih
terdapat akibat lain yang dirasakan berupa stigma sekalipun telah selesai
menjalani pidana, oleh karena ity jika tidak perlu, hendaknya jangan
menggunakan pidana -~ selain  upaya ferakhiv yang bemsifat witimum
remedium.” - |

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
yang menganut asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas sebagaimana termaktub |
dalam Penjelasan Umutn Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 memberikan
pengertian  bahwa berlakunys  ketentuan hukum pidana  hendaknya
didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi
dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa Hnglungan hidup
tidak efektif dan/atan fingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat
perbuatannya relatif besar danfatau perbuatennya menimbulkan keresahan
magyarakat.

Dengan demukian apabila hendak digunakan instrumen penegakan
hukom pidanz lingkungan hidup, maka barus dipenuhi minimal salah satu
persyaratan berikut :*°
1. Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaian

sengketa secara alternatif melalwi negosiasi/mediasi/musyawarah yang
dilakukan di fuar pmggéiian setelah divpayakan tidak sfekuf, danfatau
2. Apabila tingkat kesalahan pelaky relatif berat, dan/atau
Apabila akibat perbuatannya relatif besar, dan/atau
4. Apabila perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

¥ Bambang Pocrnomo, Asas-dsas Hidem Fidana, Jakaria ; Ghalia Indonesia, 1897, hal,
19,

* Syahml Machmud, Penegokan Hulum Lingkungan Tndonesia, Asas Subsidiarias dan
Asey Precautionary Dalam Penegakan Hukuns Pidana Linghungan, Bundung © Mandar Masiy,
- 2007 halAdl,
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Apsbile dicermati, undang-undang ini menghendaki terhadap
. perbuatan  pencemaran/perusakan  lingkungan hidop dimana kesalaban
- pelaky relatif tidak berat {ringan), akibat perbuatan pelaku dampaknya -
terhadap lingkongan relatif tidak besar (keci] saja), dan perbuatannya tidak
mengakibatkan tasyarakat resah, maka penerapan hukem pidana harus
ditangguhkan terlebih dahulu-sampai penerapan hukuny administrasi, hukum
perdata dan penyelesaian sengketa secara musyawarah dinyatakan sudah
tidak efektif lagi. Artinya pendayagunaan instrumen pidana ini adalah
sebagai cabang (bukan pokok) ataw berapa tambahan atsu pengganti.

' Tujuan akhir dari kebijakan Kriminal/politik kriminal adalah
periindungan masvarakat dengan menggunakan sarana penal atau non penal.
Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 bertujuan
untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup, keschatan dan keselamatan
nyawa manusia sehingga dapat menunjang kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu, kriminalisasi
¢i bidang lingkungan hidup mengakibatkan pelangparan terhadap ketenfuan-
ketentan dalam undang-undang tersebut dapat dikenai sanksi pidana.
Dengan kata lain, bentuk kebijakan kriminal di bidang linglungan hidup
adalsh mengpunakan sarana pencef, Namun di sisi lain, dengan adanya
pencerapan asas subsidiaritas dalam undang-undang ini, penggunaan. saxana
non penal juga dimungkinkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu seperti yang
telah diuraikan sebelumnya, pengpunaan sarana non penal lebih divtamakan.,
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BAB I
PENDAYAGUNAAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
DAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS SUBSIDIARITAS

Penegakan  hukum  lingkungan ataw  penyelesaian  kasus-kasus
pencemararyperusakan  lingkungan hidup dapat ditempuh melalui beberapa
ingfraen, yaitu '

L. Melalui hukum agfministrasi

2. Melalyi hakum perdata.

3. Melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi dan
sehagainya.

4. Melalui hukum pidana,

Penjatuhan pilihan terhadap instrumen pepegakan hukum vang mana yang
akan digonakan dalam menyelesaikan suatu perkara lingkungan hidup tentunya
harus dilakukan dengan melihat kasus per kasus. Dengan berdasarkan prinsip
bahwa hukum lingkungan scbagisn besar adalah berisi norma-norma hukum
administrasi, miaka penggunaan hukom pidans dalam menvelesaikan perkara
lingkungan hidup hendaknya dilakukan sebagai sarana terakhir, Atau dengan kata
lain bahwa penggunaan hukom pidana harus memperhatikan asas subsidiaritas.

Hal ini membawa pengarub tersendiri terhadap pendayegunaan sanksi
bukum pidana di bidang lingkungan hidup, Bab ini aken membahas dan
menganalisa pengaruh asas subsidiaritas terhadap pendayagunaan hukum pidasa
di bidang lingkungan hidup dan penerapan asas subsidiaritas dalam hukum
lingkungan di masa yang akan datang,
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A. Pengaruh Asas Subsidiaritas Terhadap Pendayagunaan Hukum Pidana
Lingkungan
Subsidiaritas berasal dari Bahasa Belanda subsidiair (subsider).
Berdasarkan Kamus Hukum Indonesia, subsider mempunyai makna sebagai
pengganti, tambahan.”’ Asas subsidaritas terdapat dalam penjelasan umum
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang berbunyi :
“Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan

hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa
hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang
hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan
alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif
" dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat
perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan
keresahan masyarakat”.

Dengan demikian, Dengan demikian, sanksi pidana dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997, difungsikan sebagai subsidiaritas, di mana
penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, baru dapat
dilakukan bila memenubhi salah satu persyaratan sebagai berikut 8

1. Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya
penyelesaian sengketa secara alternatif melalui
negosiasi/mediasi/musyawarah di luar pengadilan setelah
diupayakan tidak efektif.

2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.

3. Akibat perbuatan pelaku pelanggaran relatif berat.

4. Perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan perundang-undangan
lingkungan hidup tersebut menimbulkan keresahan masyarakat,

Inilah yang dimaksudkan dengan penerapan hukum pidana tetap
memperhatikan asas subsidiaritas. Dengan kata lain penggunaan hukum
pidana bersifat ultimum remedium terhadap pencemaran atau perusakan

lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, dan /
atau akibat perbuatannya relatif tidak besar, dan / atau perbuatannya tidak

" BN. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006, hal. 24,

# Marsudin Nainggolan, Fungsi Pemidanaan Alternatif Dalam Kebijakan Penegakan
Hulum Lingkungan, Jakaria : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas
Jayabaya, 2007, hal. 208.
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menimbulkan keresghan mssyarakat. Akan tetapi untok kesalzhan pelaku
relatif berat dan / atau perbuatannya relatif besar, dan /7 atau perbuatannya
memimbulkan keresahan masyarakat, maka peran hukum pidana bukan lagi
wltimum remedium skan tetspi sudah primum remedivn (utama atau
pokok).”

Namun Undang-Undang No. 23 Tehun 1997 tidak memberikan
batasan yang tegas terhadap perbuatan yang bagaimana yang termmasuk
kategori perbuatan yang relatif berat atau ringan, akibat yang bagsimana
yang dikategorikan sebagai akibat yang berat, dan krteria apakah vang
dapat dijadikan tolak ukur bahwa masyarakat resah atau tidak. Hal ini
menyebabkan timbulnya berbagal macam persepsi dan i}enafsii‘au vang
berbeda-beda terhadap penerapan asas subsidiaritas . Para pakar hukom
pidana juga terpecah pendapatnya menjadi dua tentang apakah sanksi hukum
pidana ferhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan wmerupakan
sanksl pidana yang bersifat wiienon remedium atau bzrsifat premium
remedium,

Terdapat empat penafsiran terhadap asas subsidiarites dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, vaity ;7

1. Prosedur pidana sebagai prosedur pamungkas
- Prosedur pidana didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup
hanya setelah prosedur admipistrasi, hukum perdata, dan aliematif
penyelesaian sengketa gagal atau tidak efektif untuk mencapai tujuac
penegakan hukum lingkungan hidup. Hukum pidana ditempatkan mumi
sebagal senjala parnungkas atau wltfmum  remedium setelah hasil
pemberlaknan sanksi-sanksi hukam lain tidak efektif untuk kasus vang
bersangkutan. Jadi, tidak dibenarkan untuk menggunekan prosedur
hukum pidana tanpa didahului prosedur lain (prosedur administrasi,

¥ Syahira) Machmud, Penegaken Hidum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan
Asas Precautionary Dalam Penegahkan Hulum Pidens Lzrzgkungau, Bandung : Mandar Maju,
2007, hal. 51, =

¢ Muzakkir, Aspek Hukum Pidana Dalam Psfanggamn Linghungan Hidup, dalam
Abdurrabman dkk, Hukum dan Linglangan Hidup di Indenesia 75 Tehun Prof Dr. Kogsnadi
Hardfasoemantri, SH. ML, dalam Marsudin Nainggolen, Fungsi Pemidanaan Aliernatif Dalam
Kebijakan Pencgakan Huhzm Lingkungan, Inkarta {}mr{aﬂ Program Doktor Ilmu Hukum Pasca
Sarjana Universitas Jayabaya, 2007,
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perdata atau  alternafif penyelesaian sengketa lingkungan hidup).
Disamping itu, masih ditambah lagi syarat-syarat lain yang bersifat
alternatifkumulatif, yaito tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat
perbuatannya  relatif besar danfatau  perbuatannva  menimbulkan
keresshan masyarakat.

Sanksi pidana sebagpai sanksi alternatif

Prosedur pidans dipergunakan sebagai sanksi alternatif apabila proseduor
penyelessian melalvi alternatif penyelesaian sengketa gagal dan sanksi-
sanksi lain dindlai fdak akan efektif dan/atau tingkat kesalsban pelaku
relatif berat, akibat pgrbqafanpya relatif besar, dan/atau perbuatannya
menimblian Keresahan miasyarkat Jodis untuk mengadinakan sanksi
pidana tidak perlu menjatuhkan sanksi-sanksi lain, cukup berdasarkan
pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai
tidak efektif. Oleh karena itu, cukup beralasan kalau masih juga ada
petanggaran lingkungan hidup, dipergunakan prosedur pidana. Mungkin
akan dirasakan tidak a2dil bagi pelanggar yvang dikenakan sanksi pidana
sebagai sanksi lebih berat dibandingkan dengan sanksi lain yang
dikenakan kepada pelanggar sebelumnya.

Sanksi pidana scbagai sanksi kumulatif

Dalamn  hal ini, prosedur pidana dan penjatuban sanksi pidana
didayagunakan schagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi
lain, Kumulasi sanksi pidana dengan sanksi lain dinmmgkinkan apabila
sanksi-sanksi lain tidak efelif danfatan 1) tingkat kesalahan pelaku
relatif berat; 2} akibat perbuatan relatif besar; danfatau perbuatannya
menimbulkan keresahan masyarakat, Asas subsidiaritas  ditafsirkan
secara seropit yakni sebagai syarat untuk mengakumuiasikan prosedur
pidana atau sanksi pidana dengan sanksi-sanksi lain,

Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif yang berdiri seadiri

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, penafsiran vang keempat ind
menempatkan prosedur pidana dan sankst pidana sebagai - sanksi
alternatif . vang berdir sendiri. Maksudnya penggonaan prosedur dan
sanksi pidana tidak dibubupgkan dengen sanksi cabang hukom lain.
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Prosedur pidana ditempuh apabila memenuhi syarat, baik alternatif
maupun -kumulatif; 1) tingkat kesalahan pelaku relatif berat;, 2) akibat
perbuatan relatif begar; 3) perbuatan pelaku menimbulkan keresahan
masyarakat.

Muzakkir menyarankan agar penafsiran kedua lebih tepat digunakan,
prosedur pidana dapat dipergunskan apabila berdagarkan atas pengalaman
dalam penegaken hukom lnglungan sebelumnya yang menggpunakan
prosedur administrasi dan/atau perdata fidak efektif dan telah memenuhi
salah gatu gyarat dari ketipa syarat. Kata “tidak efektif” yang ditujuian pada
sanksi bidang hukum lain menunjukkan bahwa sanksi bidang hukum lain
harus dipergunakan iébih dahulu uatuk membuktikan bahwa sanksi hukum
lain tidak efektif,'"

Jika dicermati, terdapat penafsiran yang tumpeng tindih antara
penafsiran pertama vaity prosedur pidana sebagal prosedur pamungikas
dengan penafsiran ketiga yaitu sanksi pidana scbagai sanksi kumulatif. Hal
tersebut dikarenaken antara penafsiran pertama dengan penafsiran ketiga
sebenarnya menitikberatkan kepada hal yang sama yaitn ketidskefektifan
sanksi hukwm lainnya schagai syarat untuk diterapkannys hukem pidana.
Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pepafsiran yang pertama
dimana sanksi pidana digunaken sebagai upaya terakhir apabila sanksi
hukum lainnya tidak efektif khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran
dimana kesalahan pelaku relatif ringen, tidak menimbulkan akibat vang
besar dan tidak menimbulkan keresaban masyarakat,

Menurut Siti Sundari Rangkuti, berdasarkan penelitian masalah
berbagal sanksi dalam hukum Hogkungan berkesimpulan bahwa bagian
terbesar dari hukum lingkungan merupskan hukum administrasi negara,
karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan
lingkungan hidup. Sanksi pidana bukanlah merupakan pemecahen utama
dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi henya

. . 3
merupakan wltimum remedium ) - .

! i,

Y2 giti Sundari Rangkuti, Sanksi Pidera Dalam Hubwm Lingkungan, Falaltas Hukum
Erlangga, 1984, hal. 28-29, )
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Mardiono Reksodiputro, dalam makalahnya “Perkembangan Delik-
Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi”, dalam
kaitannya dengan fungsionalisasi sanksi hukum pidana sebagai salah satu
sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup, menyatakan scbagal
berikut : 1%

a. Sanksi pidanz dalam delik pencemaran lingkungan hidup, mungkin
hanrya akan merupakan penunjang saja terbadap sanksi administratif
yang ada seria funfutan ganti kerugian vang dapat disjukan afas dasar
kerngian-kerugian yang diderita.

b, Ancaman pidana dapat diperuntukkan bagi mereka yang sengaja
melanggar ke?eataa&ke{ez-iman pencegahan pencemaran yang berakibat
membahayakan kesehatan dan bagi mercka yang melakukan
pengulangen pelanggaran,

¢. Pidana denda harus dapat dijatubkan terhadap perusshasn berupa
korporssi dan pidana penjara bagi pengurns yang bertanggung jawab
atas terjadinya pelanggaran.

Sedangkan Munadiat Dapusaputro justru berkesimpulan, termyata
upaya penangkalan dan penanggulangan kasus-kasus perusakan lingkungan
metalui “jalan pengadilan” itu lebih memberikan kejelasan dan kepastian,
berlangsung secara lebih cepat daripada cara-cara yang lain. Sudah banyak
terjadi, di mana soal penanggulangan dan penangkalan suatu kasus
perusakan lingkungan vang dilakukan dilvar pengadilan berlangsung
bertahun-tahun tanpa kepastian. Jalan administrasi yang mengandalkan
kemampuan keserasian kerja sama antar instansi terkait ternyata kerap
mengecewakan bahkan menimbulkan keputusasaan. Karena prosesnya
sangat lama dan lamban, pihak-pihak yang berkepentingan sering tidak tahu
secara jelas bagaimana proses penyvelesaiannya. Oleh karepa itu jalan
pengadilan atau jalan yuridis {the juridical way), merupakan jalan yang
paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusak lingkungan, '

¥4 rfardiono Reksodiputre, Tinjauer Terhadap Petkembangan Delik-Delik Khusus
Pralam Masyarakat Yang Mengalami Modemisasi, dalam Syahm! Machmud, Penegalan Hukum
Linglamgan Iudonesia. Asag Subsidiaritas dam Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum
Fidana Lnégiamgmz, Bandung : Mursdar Maju, 2007, hal. 143,
Syahrol Machmad, Qp i, hal. 143,
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Sankst pidana sebagai sanksl subsider atan sgcbagai uitimum
remedinm dalam magalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan
beberapa kelemahan, diantaranya ; 1%

a. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang
cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar aken mengulur-
uhr wakin sidang atau waktu pelaksanaan eksckusi dengan cara
mengaivkan banding stau kasasi, sementara pencemaran ferus juga
berlangsung dengan segala macam akibatnya,

b. Jangka waktn pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan
wakta yvang cukup lama.

¢. Dengan tidek menerapkan sanksi pidana, tidak menutop kemungkinan

pencemar atay pencemsr lain yang potensial untuk tidak melakokan
pencemaran, dengan kata lain “deterence efect” {efek pencegahan) dari
sanksi-sanksi lain tidak dapat diharappkan dengan baik.

d. Peperapan sanksi administrasi dapat mengakibatksn penutupan
permsahaan industri yang membawa akibat puls kepada para pekerja,
pengangguran akan meniadi bertambah, dapat menimbulkan kejabatan
dan kerswanan sosisi ¢konomi lainsya.

Perbedaan persepsi vang teriadi dalam menangani perkara di bidang
lingkungan hidup inl, memupakan salah safn sumber kesulitan dalam
menegakkan hukum pidena lingkungan. Perbedaan persepsi dari aparat
penegak hukum terhadap penerapan asas subsidiaritas yang dianut dalam
hukum lingkungan dapat dilihat dalam perkara pencemaran Teluk Buyat i
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara oleh PT. Newmont Minahasa Rayva.

PT. Newmont Minahasa Raya adalali perusahaan asal Denver,
Amnerika Serikat, yang bergerak d&i bidang pensmbangan emas yaop
mengambil lokasi penambangen di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan
Ratatotok Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. PT. Newmont Minahasa
Raya dan Direkturnya Richard Bruce Ness telah didakwa melakukan

~pencemaran teluk buyat karena membuang limbsh tailing (umpur sisa

0 Hamdan, Op. Cir, hal. 18,
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penghancuran batu tambang) ke perairan Teluk Buyat. Jaksa Penuntut
Usmum mendakwa PT. Newmont Minahase Raya dengan dakwaan ;™

- Primair : melanggar Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46
ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997,

- Subsidair : melanggar Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal
46 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997,

- Lebih Subsidair : melanggar Pasal 42 ayat {1} jo. Pasal 45,
Pasal 46 ayat {1}, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997, : -

- Lebih Subsidair lagi : melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal
485, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor
23 Tahup [997.

Sedangkan khusus untuk direkturnya Richard Bruce Nass, didakwa :

- Primair : melanggar Pasal 41 ayat (1) Undapg-Undang
Nomeor 23 Tahun 1997,

" Subsidair ;: melanpgar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997.

- Lebih Subsidair : melanggar Pasal 42 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997,

- Lebih Subsidair lagi : melanggar Pasal 44 ayat (1} Undang-
Undang Nomor 23 Tshun 1997.

' pengeunuan istilal primair, subsidair, lebit subsidair dan lebih subsidair lagi dafem
Susat Dakwaan Jaksa Pesuntut Umum mensiok kepada beatuk surat dakwaan primsin‘subsidair
atau bentusk dakwaan pengeant. Bentuk surat dakoesan tersebut dipilihs dalam hal terdapat keragu-
raguan mengenai perbuatan muans yang paling tepat didalowakan terhadap terdalows. Bentok surat
dAskwaan in bertulnan gotuk menjaring terdakwa agar tidak lepas dari pertangpunpjawaban alas
purbuatannya dengan cara membuat undan dard dakwaas vang terberat {primain) sampai kepada
dakwasn vang paling ringan (lebih subsidair lagi). Apabila dakowaan primair telsh ferbukti, maks
dalowaan subsidair dan lebik subsidair serta lebih subsidair lagi tidak pexli dibukiikan lsgi. Namun
apabila dakwasn primair tidak terbukti, maks teedakws masih dapst diferat dengan membukeikan
dakwaan subsideir dan scterustiye, Denpan demdkian penggunaan istish torsebnt mempunyai
penpgertian yang berbeda dengan pengertian asag subsidiaritas dglarn Undang-Undasg NO. 23 whan
1857 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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Dakwaan Jaksa Penuntot Umum tersebut disandarkan pada Berita
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik
Mabes Polri Nomor Lab @ 4171/KTF2004 Tanggal 27 September 2004,
dimana hasilnya menyimpulkan ;

1. Sampel air iaut Teluk Buyat telah melebibi ambang batas
Baku Mutu sesuai dengan Lampiran I Keputusan Menter
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tshun 2004 teniang Baku
Mutu Air Laut Untuk Biota Laust.
2. Talling terdakwa PT. Newmont Minghass Raya teldh
_ menurnkan kualitas air iaut Teluk Buyat,
x 3 A \Siudge dari sedimen pond terdakwa PT. Ncmont Zsémahasa
Raya telah menurunkan koalitas air sungai Buyat.
4, Sammpel Bicta Laut dari Teluk Buyat telab terkontaminasi
Logam Merkuri (Hg) dan Logam Arsen (As),
5  Warpa Dusun Buyst felah terkontaminaesi Logam Merkuri
{Fg} dan Arsen {As).
Akan tetapi dikarepakan hasil penelitian yang dilakuksn olch Pusat
Laboratorium Forensik Mabes Polri terhadap air laut Teluk Buyat tersebut
bertentangan dengen hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh
Laboratoriom ALS, WHO / Instinst Minamata, Tim Kementerian Negara
Lingkungan Hidup, Tim Indepenen Pemerintah Sulawesi Utara, Tim Avdit
Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, hasil peneliian Dermatologi
Universitas  Sam  Ratulangi, dimana  keselurnhannys pada  intinya
menyatakan bahwa tidak terdapat kerusakan / pencemaran air leut Teluk
Bayat, Majelis Hakim Pengadilan Negerl Manado memutuskan babwa PT.
Newmont Minahasa Raya dan Direklurnye Richard Bruce Wess tidak
terbukii bersalah melakukan pencemaran dan membebaskan terdakwa dari
sema dakkwaan,

Terlepas dari berbagai kontroversi vang tirmbul akibat putusan
Mujelis Hakim tersebut, hal menarik yang perlu dicermati adalah bahwa
dalam pertimbangan putusannys, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pongelolaan Lingkungan
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Hidup, vang merupakan dasar pokok Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Urnum
dalam perkara ini dikenal beberapa prosedur penyelesaian persclisihan /
sengketa yaifu

1. Penyelesaian secara Hukum Administrasi.
Penvelesaian secara Huloum Perdata.
Penyelesaian secara Mediasi/ ADR

S G

Penvelesaian secara Hukum Pidana.

Proses penyelesaian perselisihan / sengketa tersebut dikenal sebagai Asas
Subsidiaritas yvang merupakan asas hukum yang bersifat spesifik dalam
penegakan  hukum  lingkungan di  Indoncsia.  Asas  Subsidiaritas
méampatkan hukum pidana sebagal wltimum remedim dengan pengertian
bahwa pelaksanaan kewenangan hukum pidana untuk  melakukan
- penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan menjatabkaen hukumar akan
dilakukan bilamana sarana lain telah divpayakan dan gagal,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PT. Newmont Minahasa Raya
tidak pernah wmendapat feguran / peningatan dan sanks: administrasi
berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap
limbak faffing vang merupaken limbah PT. Newmont Minahasa Raya.
Sedangkan penegakan hukum secara perdata telah disclesaikan dan
ditnangkan dalam bentuk Goodwill Agreement (perjanjian itikad baik) yang
telah  ditandatangani antara PT. Newmont Minahasa Raya dengan
Pemerintah Indonesia yang diwakili Meateri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat {Aburizal Bakrie} tanggal 16 Febrvan 20086, Selain itu, dalam
kontrak karya yang merupakan aturan kKhusus anfara Pemerintah Republik
Indonesia dengan PT. Newmont Minghasa Raya telah disepakati kalau
seandainya terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secarz mediasi atan
arbitrase yang merupakan pilihan bukum yang harus diterapkan terlebih
dahulu sebelum melangkah ke prosss hukum yang terkait dengan
lingkungan hidup. Dengan demikian tidak terdapat alasan bahwa sanksi
hukum administrasi, hukum perdata dan mediasi / ADR telah dijatuhkan dan
telah tidak efektif / gagal ditaati oleh PT. Newmont Minahasa Kaya.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fersebut, dapat diketahui
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat bahwa
penggunaan instrumen pidana terhadap perkara PT. Newmont Minahasa
Raya telah melanggar asas subsidiaritas yang dianut oleh Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997, Majelis hakim nampaknys melihat bahwa prosedur
penyelesaian perkara pidana hendaknya dilakukan setelah bentuk prosedur
penyelesaian lainnya seperti administrasi den perdata serta mediasi/ADR
telah terlebih dahulu dilakukan, Terlebik lag, tclah ada proses penyelesaian
melalui hukum perdata yang dituangkan dalam bentuk Goodwill Agreement

{perjanjian itikad baik) yang telah ditandatangani antara PT. Newmont

Minahasa Rays dengan Pemerntzh Indonesia vang diwakili Menter
Koordinater Kesejahteraan Rakvat (Aburizal Bakde) tanggal 16 Februari
2006. Dalam kasvs ini, berdasarkan asas subsidiscias, majelis hekim
roetihat bahwa prosedur lainnys ity belum dipptimalkan sehingga tidak bisa
langsung meloncat pada penyelesaian secara pidana.

Berkaitan dengan pendayagunaan sanksi pidand dalam penegakan
hukurm lingkungan, Bambang Prabowo Sccdarso menyatakan bahwa : '
I. Hukom lingkungan dalam konsorsium ilmu Hukum Indonesia

memupakarn bagian dari Hukum Administrasi Negara di mana bobot
utama lehih banyak mengatur nporma-norma hukum administrasi.
Tetapt dalamn  hukwm  administrasi  dibolehkan  apsbila  terjad:
pelanggaran bisa diferapkan sanksi jenis hukum lain yaitu sauksi
perdata dan sanksi pidana.

2. Oleh sehab itu, main goal (tujuan utama) hukom lingkungan adalah
adanya penaatan hukum terhadap kaedah-kaedah hukum administrasi
antara lain berupa masalah perizinan, standarisasi, baku mutu
lingkongan, baku mutu limbah, den aturan-aturan lain berkaitan
dengan hukum administrasi,

3. Oleh sebab ity, apabila seseorang atau badan hukum melanggar hukum

administrast ini, haros dilikat

7 Wavancara dengan Dr. Basibang Prabowo Soedarso, S.H Mes, Hari Selasa tanggal 2

Juni 2009, Jakarta,
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a. Apakah dampaknya hanya terhadap hal-hal yang sifatnya
administrasi semata. .

b. Apakah menimbulkan kerugian harta benda atau tidak.

c. Apakah perbuatan melawan hukum itu berkaitan dengan human
being beserta ekosistem tempat ia tinggal.

Dengan demikian, manakala ada perbuatan yang melanggar
ketentuan administrasi yang berkaitan dengan izin dan tidak menimbulkan
kerugian secara perdata atan tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan
jiwa maupun terhadap lingkungan sekitar tidak perlu menerapkan sanksi
hukum perdata apalagi sanksi hukum pidana. | .

Memperhatikan uraian-uraian terdahulu, jelasiah 'blahwa kurangnya
penjelasan terhadap penerapan asas subsidiaritas telah menimbulkan
kesulitan tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan khususnya dalam
penerapan sanksi pidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, aparat penegak hukum harus meneliti
terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan tentang sanksi apakah yang
terlebih dahulu seharusnya diterapkan (apakah sanksi hukum administrasi,
sanksi perdata atau melalui altemnatif penyelesaian sengketa lainnya atau
langsung menerapkan sanksi pidana). Yang menjadi masalah selanjutnya
adalah tidak adanya kriteria tertentu yang dapat dijadikan acuan dalam
menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dikatakan bahwa sanksi hukum
administrasi, hukum perdata, alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan
tidak efektif serta siapa yang berwenang menyatakan bahwa sanksi-sanksi
tersebut telah tidak efektif. '

Hukum lingkungan memang berbeda dengan jenis hukum lainnya, ia
tidak saja berada dalam lingkup hukum administrasi (karena menyangkut
perizinan), tetapi juga bisa menyangkut hukum pidana dan hukum perdata.
Luasnya pilihan ini di satu pihak menimbulkan keleluasaan, tetapi dilain
pihak juga mengakibatkan kesulitan baik penegak hukum maupun para
pencari keadilan. Kesulitan yang dapat terjadi adalah, pada setiap kasus
harus diadakan pilihan aspek mana dari aspek administrasi, pidana dan

perdata yang akan merupakan sarana paling efektif untuk menegakkan
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hukum lingkungan. Bisa saja dalam tindakan refresif, diambil ketiga aspek
tersebut sekaligus, dengan memperhatikan tata uratan dari bemacam-macam
tindakan itu. Tetapi dilihat dari akibat yang timbul, misalnya dari sudut

pencari keadilan yang mungkin membutubkan rehabilitasi, secepat mungkin

penegak hukum dihadapkan pada pilihan altematif'®

Jika melibat rumusan danl Pasal 41 ayat (1) UU Ne. 23 Tahun 1997
yang berbunyi

Barang sigpa yang sccara melawan hukum dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan penicemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 {(sepuluh) ishun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ' -

dan rumusan dari Pasal 42 ayat (1), yang berbunyi

Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran danfatau perusakan lingkungan biidup,

diancam dengan pidanz penjara paling lama 3 (tige) tehun dan
- denda paling banyak Ry, 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua pasal terscbut menckankan kepada
timbulnya akibat yailu tercemarnya atau russkoya lingkungan Iudup.
Dengan demikian jelas balvwa rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal
41 dan Pasal 42 tersebut merupakan mumusan delik materiel

Sedangkan apabila dilihat dare rumosan Pasal 43 ayat (1) yang
berbunyi : Y

Barangsiapa yang dengan melanggar ketentvan perundang-
undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atan membuat zat,
energi dan/atau komponen lain yang besbahaya atau beracun
masuk di atas atau ke dalam fanah, ke dalam udara atau ke dalam
air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagungkan,
mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi
vang berbahaya, padabal mengetshui atau sangat beralasan untuk
menduga bahwa perbuatan  tersebut  dapat  menimbulkan
pencemaran  danfatay  perusakan  lingkungan  hadup  atan
membahayakan keschatan umum sfau nyawa orang fain, diancam
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam} tehun dan denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

dan romusan Pasal 44 ayat (1} yang berbunyi -

'O Niniek Supard, Pelestarian, Pengeloloan dan Penegaken Hdum Linglungan,

Jakarta: Sinar Grafka 1994, hal 183,
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Barangsiapa yang dengan melanggar kefentuan perundang-

_ undangan yang betlaky, karena kealpaannya melakukan perbuatan

sehagahmana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana

" paling lama 3 (tiga) fshun dan dends paling banyak Kp.

100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 43 dan Pasal 44 merupakan rumusan
delik formil vang Iebih menekankan kepada unsur perbuatan yang dilarang
yaitu perbustan melepaskan ztau membuat zat, energi dan/atas komponen
lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke
dalam udars stau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor,
memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan
instalast yang -beﬁ;a}zaya, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun
yeng dilakukan karena kealpaan,

Delik materiel diafur dalam Pasal 41 — 42, yang intinya mengatur
tentang pengelolaan bukum terhadap orang perorangan atau badan hukum
yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan
tercemarnya  atau  rusaknya lingkungan. Tercemar atau rusaknya
lingkungan secarz kasat mata dapat dilthat dari adanya perubahan warna
air, bau air, matinya makhluk hidup di air atau biota air, berakibat bahaya
bagi manusia seperti keracunan dan sebagainya. Tentunys akurasi tentang
telah tercemar atzu rugaknya lingkungan perlu meleli pengkaiian yang
ichih ilmizh melalui laboratorium yaug felah ditetapkan oleh masing-
masing Gubernur. Dengan demikian penggunaan delk matedel pada
penegakan hukum pidana di bidang lingkungan berarti telah terjadi
pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian berakibat
masyarakat felab resah karena alam lingkungannya yang rusak atan
tercemar, dan tentunya perbuatan pelaku relatif berat,””

Puasal 41 dan 42 adalah jenis tindak pidana yang tidsk tergantung
pada hukum adminidstrast (bersifat mandird), atau diistilahkan dengan
Administrative Independant Crime (AIC), Berdasarkan konsep AIC,
perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa harus
melihiat ada/tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif. AIC lebih

1% Syahrul Machmud. Op. Ciz bal. 52.
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memiliki noansa perlindungan dayz dukung lingkungan karena fakta tidak
semua bahan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang kemmdian
berbentuk limbah telah diketahut tingkat risiko atan dampaknya, sehingga
tidak semua bahan (substances), terutama bahan berbahaya dan beracun,
telah dijadikan obyek regulasi pemerintah,'™®

Berbeda halnya dengan delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal
43 — 44, vang inlinya mengatur tentang upaya preventif atau pencegahan
agar tidak terjadi pencemaran atau perusakan lngkungas. Karena yang
dilarang adalah bukan alam atau lingkungan telah tercemar atau telah
rusak, tetapi yang dilarang adalah pelepasan atan pembuangan limbah ke
alam hebas di atas bﬁku mute lingkungan yang telah ditetapkan oleh
masing-masing Gubernur melalyi Surat Kepuinsannys. Perbuatan atau
tindakan membuang limbah di stas baku mutu lingkungan yang telah
ditentukan ity bukan telah berakibat tercemar ateu rusaknyaz lngkungan,
Hanya saja peiakn telah melanggar ketentuan hukum  adminisirasi
(ketentuan pembuangan limbah). Tentunya perbuatan pelalm ini bukan

termasuk katepori perbuatan vang relatif berat, belum berakibat berat bagi:

lingkungan dan belum ada masyarakat yang ressh. Deri vrajan di atas
maka fungsi hukum pidana bewsifat vifimum remedium atau last resort
dikenakan pada delik formil.""’

.. Pzasal 43 dan 44 merupakan jenis tindak pidana yang tergantung
dengan hukum administrasi atau diisitilabkan Administrative Dependant
Crime (ADC). Jenis ADC mengandung pengertian babwa kriminalisasi
pencemaran atau perusakan lingkungan tergantung pada adaftidaknya
pelanggaran hukum administeast (seperti pelanggaran izin atau baku mutu
limbah). Apahila terjadi suate kondisi di mana Hnglungan rusak afau
tercemar akan tetapi tidak ada baku mutu standar ataw izin yang dilanggar,
maka ketentuan ADC sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan 44 tidak
dapat diterapkan.!'?

e

""" Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hiduns Longhungan, fakarta @ ICEL,

2001, hal. 242,

1 gvahral Machmud, Op. Cit, bal. 5253,
Y2 Mas Achmad Saniosa, Up. Cit, hial, 242,
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Perurmosan delik formil dalam UU No. 23 Tahun 1997, didasarkan
kepada pengalaman pada saat berlakunya UU No. 4 Tahun 1982, Penuntut
Umum mengalami kesulitan dalam melskukan pembukiian pada delik
materiel, Oleh karena itu untuk memudahkan tugas Penuntut Unom dalam
pembukfian diadakanlah delik formil ini, karena cokup diambil sampel
dari linbah yang dibvang cleh suatu kegiatan atau industri untuk divkur di
laboratorivm. Manakala limbah vang dibuang tersebut berada di atag
ambang batas baku mutu yang ditentukan maka pelaku sudah dapat dijerat
dengan hukuman pidana.

Dengan  menganggap bahwa kelentuan hukum lingkungan

merupakan aturan khusus (lex spesialis) maka ketentuan-ketentusn vang
terdapat dalam Undang-Undang Penpelolaan Lingkungan Hidup dapat
dilaksanakan dengan mengabaikan aturan umum dalan KUHAP (deragar
fege generalis), oleh karena itu 2sas subsidiacitas ini harus ditegakkan (Jex
spestalis derogal lege generalis), terhadap kelahatan atau peianggaran
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tertento. Oleh karenanys
penegakan hukum pidana yang bersifat subsidiaritas terhadap pencemaran
dandatau peruszkan lingkungan, kKhesusnya terbadap pelanggaran Pasal 43 —
44 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suato
prosedur {prozedure design) yang bersifat imperasif Dan oleh karenanya
apabila aparat penegak hukum fidak melsksanakan prosedure design ini,
khusus terbadap pasal tersebut maka tindakan dari aparast penegak hukum
tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. '

Sementara Hamrat Hamid menyatakan bahwa dalam  masalah
penanggulangan pencemaran lingkungan, proses perkara pidananya dapat
didahulukan/divtamakan pelaksanaannya dalam hal-bal sebagai berikut
a. Upaya-upaya dan sapksi-sanksi administratif vang dijatuhkan tidak

. meredakan kebandelan tersunpka, pelanggaran vang dilakukannya
bahkan kian meningkat,

% Svahral Machmud, Op. Cit, hal, 57.

Kebijakan Legislatif..., Medi Iskandar Zulkarnain, FH ﬂh%%oegrsitas indonesia



67

b. Tidak ada facdahnya lagl menempuh jalen penindakan administratif
maupun perdata, karens perusakan/pencemaran yang terjadi sudah
tidak mungkin dapat diparbaiki lagi. “

¢. Tidak ada pilihan penindakan selain pidana.

d. Penir:dakan melalui proses pidana, tindakan yang sangat strategis
untuk menangkal pelakn pencemaran lainnya.

e, Penundaan penindsken tersanpka melalui proses pidana secara
psikologis dapat menjatubkan wibawa hukum dan wibawa pemerintah,

f. Pelanggaran yang terjadi sebagai basil kolusi dengan oknum-oknum
pejabat setempat yang wmenyinggung perasaan masyarakat atau
menyebalkan masyarakat*‘ 1 |

Untuk mengatasi kesulitan-kesulifan sebagal akibat kurangnya
penjelasan tentang penerapan asas subsidiaritas dalam Undang-Undang No.,

23 Tahun 1997 tersebut, khususnya dalam hal penuntutan vang dilakukan

cleh Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Pedoman

Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

vang terfuang dalam Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Umum Nomor : B-60/E/Ep/01/72002. Berdesarkan pedoman  tersebut

dinyatakan baliwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak

pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannys

tindakan hukwem tersebut di bawah iai 2

1. Aparat yang berwenang menjatubkan sanksi administratif sudah

menindak pelanggar dengan menjatubkan suatu sanksi administratif,
pamun  penjatuhan  sanksi  admicistratif  tersebut  tidak mampu
menghentikan pelangparan yang tenadi, atau

2. Antara perusahaan vang mielakekan pelanggaran dengan pihak

masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah
diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di uar

pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi,

narmun upays yang dilekukan menemui jalan bunty, dan atau litigasi -

melaloi pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru

W Horwrat Hamid, Pedoman Fenegakan Hulum Linghungan Kepidanaan, Jakana ¢
- Kejaksaan Agung RI, 1991,
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kegiatan penyidikean dapat dimulaifinstrumen penegakan hukum pidana
lingkungan hidup dapat digunakan.

Kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut di atas
dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat / kondisi tersebut di
bawah ini :

1. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat,

2. Alkibat perbuatannya relatif besar.

3.  Perbuatan pelanggar menimbulkan keresahan rmasyarakat.

Penentuan ferpenubi atan tidaknya gyarat / kondisi tersebut seyogyanya tidak
ditentukan secara sepibak oleh penyidik atau penuntut umum, namun harus
diupayakan adanva stalement tértuiis dari pejabat instansi teknis sek:t&r&? dan
pimpinan pemerintah daerah yang berwenang, melalui suatu hubungan
konsuliasi dan koordinasi, D sini sangat diperlukan sekali adanya
koordinasi/konsuliasi antars aparat penegak hukum dengan aparat teknis
sektoral dan aparat pemerintah daerah yvang kompeten,

Asas subsidiaritas merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas
yang berlaku dalam penegakan hukum pidana mengenai kejahatan-kejahatan
komunal yang schari-hari ditangani oleh Penyidik Polri. Untuk dapat
memulai kegiatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, tidak cukup
hanya dengan ferdapatnya fakta-fakta yang leagkap, bukti-bukti permulaan
yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka. Di samping
dipenuhinya tigs syarat minimal fersebut, untuk dapat memulai kegiatan
penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (yang distur dalam UU No. 23

Tahun 1997) haros terpenvhi pula apa yang dinamakan asas subsidiaritas,
Untuk mencegah salah paham, perlu digarisbawshi behwa pada prinsipnya,
asas subsidiaritas tidak diberlakukan dalam penyidikan tindak pidana
linglungan hidup yang diatur di uar UU No. 23 Tahun 1997,

Lebih lanjut, di dalam Pedoman Teknis Yustisial Penanganan
Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup tersebut juga diberikan perincian
hal-hal yang perla dikoordinasikan/dikonsultasikan oleh penuntut umum
apabila menerima berkas perkers tindak pidana lingkungan hidup dari
penyidik, yaitu ;
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1. Penjelasan tentang aspck-aspek teknis yang terkait dengan perkara
yang dihadapi,

2. Disekitar asas subsidiaritas, apakah sudah terpenuhi atau belum,

3. Mengenal nwayat ketaatan perusahaan tersebut dimasa yang lalu yang
dapat dibuktikan dengan dokumen-dokemen hasil pengawasan/
pomantavan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang/Pemda
diwaktu yvang lahu.

4.  Apakah semua persyaratan teknis dan administrasi {kewajiban dan
larangan) vang tercantumn dalam Surat Izin Usaba/Kegiatan sudah
ditaati dan selanjutoys upayakan untuk mendepatkan fotocopy dari
Surat 1zin Usahanya dan jika ada juga fotocopy Surat Izin Pembuangan
Iimbah ke lingloangan,

Muotif kejahatan / indak pidana lingkungan yang dilakokan.

6. Potensi dampak sosial yang sudah atau yang mungkin akan timbak

Hubungan kerja sama antars perusahasn dengan werga masyarakat
. yang bermukim disekitar perusahsan/kepedulian perusahaan terhadap
kebutuhan / penderitaan magyarakat disekitarnya,

8.  Sengkets yang pernsh timbul dengan masyarakst setempat dan
penyelesaiannya,

¢, Saksi ahli dengan disiplin fimu yang bagaimana yang diperiukan, nama
disertai dengan gelar kesarjanaannya, agama dan alamat tempat tinggal
dan alamat pekerjaannya, dii.

Dalam hal ini tidek tertutup kemungkinan Kejaksaan juga akan
menggunakan dus kewenangannya dalamn menangant perkara lingkengan,
yakni menuatut pidand dan mewakili pemerintdh menuntut ganti kerugian
secara keperdataan, Wewenang mana yang akan dipergunakan terganbung
pada kasusnya, kalau pertu dapat dilakukan tuntutan sekaligus dua, pidana
dan perdata. Denpan melihat secara kasos per kasus adalah untuk
menentukan sanksi mana yang paling tepat, schab kalau dirasa hukuman
administrasi saja sudah cukup maka tidak-peru lagi hukuman pidana. -
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Secara teorifis, ada beberapa patokan yang dapat dipergunakan. Jika
pelanggaran dilakukan dengan kesengajsan, misalnya, maka disarankan
supaya pelakunya dituntut secara pidana. Terlebih-lebth jika perbuatan telah
dilakukan berulang-ulang (residivis), serta dirasakan masyarakat telah
melanggar rasa keadilan. Sebaliknya, jika kesalahan tidak sengaja dan baru
pertama kali diperbuat, lebih tepat dipergunakaen hukum administrasi.
Huokuman adminstrasi ini dapat berbagai rupa, dari mulal vang ringan yakni
teguran, sampai yang ferberat berupa pencabutan izin. Segi lainnya adalah
dengan melihat akibat dari suatu perbuatan, apakah kerusakan atau
pencemaran lingkungan berakibat sangat hebat (serius) atau hanya ringan
saja. Semua ini menjadi perfimbangan bagi aparat penegak hukum untuk
memilih bukoman yang patut dipikul oleh s&emra;ng;j )

Menurut penulis, pernyataan dianutnya asas subsidiaritas secara
tegas dalam Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, harus
dibarengi dengan pengaturan secara rinci tentang bagaimana penerapan asas
tersebut dalam bal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UULH.
Pengecualian terhadap asas subsidiaritas dengan hanya merumuskan kriteria
seCAra urnarn, yaitu :

1. Tinglkat kesalahan pelakurelatif berat;

2. Akibat perbuatannya relatif besar;

3. Perbratan pelanggar menimbulkan keresahan masyarakat;

belumlah cnkup memadai, karena dalam tataran aplikatif, sangat diperiukan
aturan pelaksanzan yang sangat jelas dan rinci yang dapat mencegah
timbuinys penafsitan yang berbeda-beda dalam memaknasl ketentuan
torsebut,

Penulis sependapat dengan Syahrul Machmud, bahwa kewajiban
pencrapan agas subsidiaritas diberlakukan hanya terhadap Pasal 43 dan 44,
Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran tethadap Pasal 41 dan 42, maka
asas subsidiaritas dapat dikesampingkan dan sanksi hukum pidana dapat
langsung didayagunskan schagal premium remedium. Hal ini dikarenakan
pelanggaran  terhadap Pasal 43 dan 44 belum menimbulkan akibat

5 i, hal. 163 - 164,
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pencemaran/perusakan lingkungan hidup tetapi masih dalam taraf melanggar
ketentuan administrasi, sehingga walar jika diterapkan sanksi administratif
terlebih dahulu. Astinya kesalahan pelaku masih relatif ringan, dampak
perbuatannya masih relatif kecil dan perbustannya belum menimbulkan
keresahan masyarakat, Berbeda halnya dengan pelanggaran terhadap Pasal
4] dan 42, Karenz kedua pasal ini mensyaratkan timbulnya akibat
pencemaran/perusakan lingkungan hidup, artinya pelanggaran terbadap
kedua pasal fersehut merupakan suatu kesalahan yang berat, menimbulkan
dampak vang besar dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang
bermukim di  dalam lingkungan hidup yang __te}ah mengalami
pencemaran/perusakan. Dengan demikian, sanksi hukem pidana harus lebih
didayagunakan.

Hal ini sejalan dengan tujusn dan kebijakan hukum pidana, yaitn
memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga
kepada pengadilan vang menerapkan undang-undang dan juga kepada
penyelengpara  afau pelaksana putusan pengadilan. Oleh karena itn
diperiukan adanya suatu penjelasan dan pengaturan yang lebih rinei terhadap
penerapan  asas  subsidiaritas, baik vang dilakukan dengan  jalan
revisi/penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1897
maupun  depgan jalan pembuatan persturan-peraturan pelaksana dad
undang-undang terschut. Ini bertujuan entuk memberikan pedoman bagi
aparat penegak hukum di bidang lingkungan hidup.

Penerapan Asas Subsidiaritas Dalam Hekem Lingkungan di Masa
Yang Akan Datang

Upaya penyempumaan dan revisi terhadap Undang-Undang No.23
Tahun 1997 saat ini tengah dilakukan, Upaya tersebut tentunya bertujuan
agar nantinva pencgakan hukum lingkungan dapat lebih efektif dalam
memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, Namun
hal ini tak urung menimbulkan berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat
dikalangan ahli hukum. Salab satu hel yang masih diperdebatican adalah
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seputar asas subsidiaritas dslam UUPLH, sapakah masih tetap skan
dipertahankan atau dihilangkan,

Gura Besar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran Daud
Silalahi mengungkapkan

UUPLH mengadopsi asas subsidiaritas dard Primary Jurisdiction
Dacrine yang dianut oleh negara-negara penganut sistemn hukum
common law. Pertimbengan dimasukkannya asas ini dalam UL PLH
adalah terkait karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan vang sangat
bergantung pada penilaian keshlian, Kasus lingkungan sulit untuk
dijabarkan secars bhukem apabila tidak dilengkapl  dengan
pertirobangan-pertimbangan ilmiah. Dalam sistemn bukum Amerika,
kasus lingkungan bahkan discbut sebagai #'s more fechnical rather
-than legal issue. Asas subsidiaritas masih layak dan relevan uniuk-

dipertahankan,

Dia membantah anggapan vang mengatakan bahwa asas ini menunjukkan
keberpihakan  kepada kepentingan -~ bisnis. Asas  subsidiaritas justru
dimaksudkan agar penyidik lebih hati-hati dalam penanganan kasus
lingkungan. Daud yang saat ini ferlibat intens datam perumusan RULI
pervhahan TJUPLH memastikan asas ini akan tetsp diperizhankan, Hanya
safa, pengaturannya skan diperjelas dan lebih komprehensif agar
penerapannva oleh hakim fidok mwititafsir. Agar lehih jelas akan dimuat
dalam batang wubuh dan gzezzgciasm pasal sei}mgga dalam penerapanhva
hakim tidak memiliki multitefsir,"!

Berbeda donpan Prof. M. Daud Silalahi, Mas Achmad Santosa,
peneliti senior Indonesian Center for Environmetal Law (ICEL) memandang
perlu menghilangkan asas subsidiaritas dalam hukum lingkungan, Asas
subsidiaritas menurutnya sudah old-fashion (kuno). di Belanda pun juga
demikian, karena dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat,
pengungkapan kejahatan korporasi tidak bisa lagi mengguoakan asas
subsidiaritas.'’

Penegakan hukum lingkungan di Belanda, sangat mengedepaokan
model pidana administratif. Latar belakang kebijakan hukum pidana vang
‘demikian didesarkan pada kenvataan sulitnya pembukiian tindak pidana

lingkun -%ud 23]
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lingkungan hidup seperti vang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Oleh karens

itu, dibuatlah perstutan yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan

administrasi yang dianggap melanggar hukum.

Model penegakan hukum dengan mengoptimalkan penerapan pidana
administrasi ini memiliki banyak keuntfungan, antara lain:

1. Akan memudahkan bagi penegak hukum dalam melakukan pembuktian
perkara disehabkan bentuk rumusan delikx yang dibuat pada nmumnya
adalah delik formil;

2. Pada hakikatnya ketika perbuatap-perbuatan dalam rangka persiapan
untuk melakukan perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup dikriminalisasi menjadi suatn perbuatan pidana yang berdin
sendiri, maka kita tefah selangkah [ebih maju dalam mencegah
terjadinya pencemaran dan atau perusakan linglomgan hidop;

3. Dengan efek pencegshan sejak dinmi maka niat pelaku bisnis untuk
melakukan pencemaran dan  perusakan  Hngkungan hidup demi
pertimbangan ekonomi dapat lebib ditekan, apalagi dengan sanksi-sanksi
datam bentuk denda divakini lebih berdayaguna dalam mematikan motif
ckonorni i)

4. Dengan mode! pensgakan hukum pidana administratif tersebut, maka
kita dapat menuntun kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan
perugakan lingkungan hidup;

Rancangan Revisi KUHP yang tengah digodek Pemenntah
rencananya akan mengubah paradigma penegakan hukum lingkungan, yak
dengan menghapus asag subsidigritas. Seperti diketabul, rezim hukum
lingkungan di Indonesia khususnya dalem UU No. 23 Tahun 1997 fentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas subsidiaritas. Artinya apabila
terjadi tindak pencemaran Hagkungan maka urutan proses hukumnya adalah
proses hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, dan terakhir hukum

pidana.
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Rudy Satriyo Mukantardjo, abli hulum pidana dad Universitas
Indonesia, dalam acara Diskusi Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan SDA
dalamn Berbagat UU Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam Revisi
KUHP, menyatakan ;' .

Kalau kemudian Revisi KUHP menjadi KUHP, maka prinsip dalam

UL Pengeloiaan Lingkungan Hidup vang menomorsekiankan hukum

pidana akan terhapus atau dengan kata lain yang akan dikedepankan

adalah hukum pidananya, Konsekuensinya apabila ada kasus
pencemaran atau perusakan linpkungan maka mekanisme yang
digunakan adalah mekanisme hukum pidana. Sementara, mekanisme
hukum lainnya baru akan diterapkan seielah mekanisme hukum
pidana sudah dijalankan. Perubshan paradigma ini didasari oleh

-fakfa bahwa sclama ini pencemaran dan perusakan lingkungan

membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan nianusia.

Hal tersebut dikarenakan Tindak Pidans Lingkunpan Hidup telsh
dimasukkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
vaitu dalam Buku Kedva Bab VI tentang Tindask Pidana Yang
Membzhayakan Keamanan Uroumn Bagi Orang, Barang dan Lingkungan
Hidup.

Terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan pandapﬁt mengenal upaya
pembaharuan hukumn Hngkungan tersebut di atas, dalam perumusan
kebijakan hukum pidanz ¢i bidang iingkimgan hidup di masa mendatang,
hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup
tidak hanya vang bersifat nyata (actual harm), tetapi juga vang bersifat
ancaman kerusskaen potensial, baik terhadap Hngkengan hidup maupun
kesehatan umum. Hal ini disebabkan kerusakan tersebut seringkali tidak
seketika timbul dan tidak dengan -mudah pula wuetuk dikvsntifikasi,
Sehubungan dengan ite, vntuk generic crime yang relatif berat, sebaiknya
memang dirunuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal ini akibatnya
merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun, untuk tindak pidana
vang bemsifat khusus (spesific crime) yang melekat pada hulmm
adminidstrasi dan relatif lebih ringan, maka perumusan bersifat formal tanpa
menunggu pembuktian akibat vang teriadi dapat dilakukan. Sikap bafin
yang menjadi elemen tindak pidana tersébut dapat mencakup perbuatan
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sengaja (dolus knowingly), sengaja dengan kemungkinan (dofus eventualis,
recklesness) dan kealpaan {enlpa, negligence).'”

Tindak pidana linglungan hidup vang dikategorikan sebapai
administrative penal lew memberikan kesan ringannyz perbuatan tersebut.
Oleh karena itn, perlu diadakan pembaharuan terutama terhadap tindak
pidana yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, Dalam
bal ini fungsi hokum pidana lingkungan hidup bersifat menunjang
ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi administratif untuk dapat ditaatinya
norma-norroa hukomn administrast dalam rangka pengelolaan lingloangsn

hidup perlu diperbaharui menjadi fungsi hukum pidana yang bersifat

memberikan perfindungan lingkungan hidup dari perbuatan peacemaran.

Hal ini sesuai dengan hasil-hasii dari kongres/konvensi di bidang
ingkungan hidup pada tingkat internasional, vaitu Kongres PBB tentang
pencegahan kejphatan dan pembinaan para pelaku (1995} menghasilkan e
resclust yang perla ditkuti negara-pegara PBB.

- Hukum Pidana memegang peranan penting dalam pedindungan

lingkungarn terutama dalarm kasus-kasus foxic wasle dumping
Jor profit.
- Agar tindak pidana Engkungan dimasukkan dalam KUHP.
- Agar dibenfuk penyidik dan penuntut umum vang khusus
menangani lingkungan hidup,
Perkembangan hukum lingkengan di tingkat intemasional tersebut dapat
dijadikan landasan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana lingkungan
yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup it
sendint dan bukan hanya sebagal pernmiang hukum adminidstrasi.

Memperhatikan uajan-uraian sebelumnya, maka jclaslah dengan
tidak adanya penjclasan yang rinci terhadap penerapan zsas subsidiaritas
dalam Undang-Undang No. 23 Tshun 1997, telsh menimbulkan silang
pendapat dari berbagai pihak terutama para ahli hukum. Oleh karena by,
penulis berpendapat, dalam upaya perwmusan kebijakan hukum pidana di

¥, Burumu, Penvidiken Kasus-Kaws Linghungan, Kekimworiran Masa Kini
{Pemikirun Mengenal Hukum Pidana Lingkungen Z}Q?am Teori & Profzek, Bandung « PT, Ciira
Aditva Bhakti, 1094, hal, 209
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bidang lingkungan hidup di masa yang akan detang, perlu diadakan
penyempurnaan dalam pengaturan masalah asas-subsidiaritas. Hal ini perlu
dilakukan wntuk menjamin kepastian prosedur dalam penegakan hukum
Hingkungan.

Menurat penulis, penjelasan wmum Undang-Undang Ne, 23 Tahun
1997 tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya
dengan memuat penjelasan tentang :

1. Kapan dan dalamn kondisi seperti apa, sanksi administrasi dan sanksi
perdata, dan aslternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak

2. Siapa vang berwenang mé;;yatakan sankst adminigzrasi dan sanksi
perdata, dan alternalif penyeleseian sengkete linglungan hidup tidak
efektif

3. Kesalahan yang bagaimana vang dikategorikan sebagai kesalahan yang
relatif berat.

4.  Akibat vang bagaimana vang dikateporikan sehagai akibat berat.

X, Kondisi masyarakat yang bagaimana vang dikategorikan resah.

Terhadap Pasal 43 dan 44 juga periu ditetapkan sebagal pasal-pasal
yang wajib memperhatikan pencrapan asas subsidiaritas, sedangkan Pasal 41
dan 42 perlu ditetapkan sebagai pengecualian dard asas subsidiaritas dan
pelanggaran terhadep Pasal 41 dan 42 dapat Iangsung diterapkan sanksi
hukem pidena. Dengen begitu, akan lebih memberikan kepastian dalam
prosedur penanganan perkara pelanggaran FULH,

Selain itu, dalam rangka penyusunan RUU PLH yang bar, tidak ada
salahnya model pidana administratif seperti yang diterapkan dalam Hukum
Lingkungan Belanda, lcbih dijadikan sebagai pertimbangan wuntak
dikembangkan sebagai model penegakan hukum linglkungan di Indonesia
daripada berpikir untuk tetap mempertahankan atau tidak asas subsidiaritas.

Dengan memperhatikan perkembangan internasional di bidang
hukum lingkungan, menurut Muladi di samping penjatuhan sanksi pidana
kemerdekaan (imprisonment) berupa penjara ataupun kurungan, perlu

diterapkan pula jenis-jenis sanksi finansial, seperti penjatuhan pidana denda,
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sanksi bisnis {penutupan usaha milik pelaku vang dipergunakan dalam
rangka menjalankan tindak pidans seperti pencemaran. atau perusakan
lingkungan hidup) dan sanksi reparatif seperti kompensasi terhadap korban
atauy masyarakat vang menderita sebagai akibat dari pencemaran atau
pernsakan lingkungan hidup dan perbaikan lingkungan yang harus dilakukan
atas kerusakan yang ditimbulkan baik secara aktual maupun secara potensial
zkan timbul di kemudian hari. Hal ini, berdasarkan atas pengalaman bahwa
tindak pidana lingkungan biasanya dilakuvkan oleh seseorang atau badan
hukum (korporasi} dalam rangks menjalakan perusshaan indust maupun

mclakukan pengelolaan atau eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan
;’%am baik vasg hayati ﬁlaugun non hayati. Modus dilakukannya tindak
pidana lingkungan berupa perbuatan pencemaran maupun perusakan
Hnglungan hidup ifu yattu alas dasar alasan-alasan ckonomis (mengalankan
suatu ussha} dan dalam kerangka aktifitas bisnis.””

Memang disadari bahws perumusan tindak pidana linglkungan yang
terperinei yamg menyangkut segi-segi lingkungan hidup ini adalah tdak
mudah. Sebab matert mengenal bidang lingkungan sangat huas, mencakuop
segi-segi dari ruang angkasa sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan
meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam
non hayat: dan sumber daya buatan. Bidang vang demikian Iuas tidak
mungkin diatur seccara  lengkap dalam  satn undang-undang, tetapi
mermertukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan

ciri yang :~;erupa.lzl

a

% Muladi dalam Absori, Penegakan Hikum Lingkungan & Antisipasi Dalam Fra
Perdzznggaa Bebas, Surskaria : Muhammadiveh University Fress, 2600, hal, 63,

= Koesnadi Heardjasoomaniti dalum Bamdan, Tindek Pidona Pencemaran Linghungan
Hidup. Bandung : Mandar Maju, 2000, hal, 41,
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BARB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uaraian-uraian terdabuly, kesimpulan dari beberapa

permasalahan yang dibahas dalam tulisag ini, adalah ¢

1.

Masalah pokok dalam kebijakan hulnm pidana adalab perbuatan apa

© yarig seharosnya dijadikan sebagai tindak pidana dan Sanksi apa yang

sebaiknya dikenakan kepada pelanpgamnya, Kebijakan lepisiatif
mengenal kriminaligasi di bidang lingkungan hidup dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 1897 dapat diternukan dalam BAB IX
mengenai Ketentuan Pidana di Bidang Lingkungan Hidup vang
tertuang dalam Pasal 4] sampai dengan Passi 44, Perbuatan vang
dijadikan schagai tindak pidana delam undang-undang ini adalah
perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup den perbuatan-
perbuafan yang hertentangan dengan undang-undang yang berlaku
yang dapat berpotensi  menimbulkan gexicemaraafpemsaican
lingkuagan hidup. Sedangkan sanksi yang dikenskas terhadap
pelanggar adalah sanksi pidana berupa penjara dan denda.

Rumusan delik dalam UUPLH ini terdini dan delik materiel dan delik
formil. Rumusan delik materie! terdapat dalam Pasal 41 dan Pasal 42,
yaitu perbuatan memimbulkan pencemaran/perusakan  lingkungan
hidup. Unsur terpenting dalam delik ini adalah timbulnya akibat
berupa pencemaran/perusakan lingkungan hidup, Delik ini jugs tidak
tergantung pada ketentuan administrasi yang terdapat dalam izin
(administrative independent crime). Sedangkan romusan delik formil
dapat ditemukan dalam Pasal 43 dan Pasal 44, di mana uosur
terpenting dalam  delik ini adaiﬁh perbuatan, yaitu pczb{;;ltan
melepaskan stau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang
berbahaya atau beracun, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan,
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mengangkut, inenyimpan bahan berbahaya, dan sebagainya yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan atau izim

Artinya delik ini tergantung kepada ketentvan administratif

{adminizirative dependent crime), yailu pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan vang terdapat dalam izin atau tidak wmemiliki i2zin sama

sekali untuk melakukan suatu kegiatan, merupakan penentu terjadinya
tindak pidana / delik.

Kriminalisasi dalam UUPLH tersebut dilakukan berdasarkan beberapa

alasan pembenar, yaitu ; .

a.  Perbuatan-pecbuatan yang mencemari dan/aten merusak
lingkungan hidup sebagal karunia dan rahmat Tulien Yang
Maha Esa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-
nifai keagamaun.

b.  Perbuatan-perbustan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai
pancasila vang menghendaki adanya kesclarasan, keserasiap,
dun keseimbangan baik dalam hubungan antara manusia dengan
Tuhan Yang Msha Bsa, manusia dengan manusia, maupun
manusia dengan alam.

¢.  Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan UUD 1945
vang mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-
besamnya untuk kemalkomuran rakyat yang dapat dinikmati secara
berkelanjutan dari generasi masa kini hingga ke generasi yang
akan datang.

d.  Sebagai alat kebljakan pemerintsh yang kbususnys bertuyjuan
untuk  mengamankan dan  mempertahankan  kebijakan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Kriminalisasi tentunya bertujuan melindungl suatu kepentingan
hukum tertentu, Dalam hal ini, UUPLH bertujuan melindungi
kepentingan pelestarian  lingkungan hidup, Kepentingan hukum
lainnyas yang hendak ditindungt melalut keiminalisasi -ini adalah

kesehatan umum dan nyawa manusia.
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Berdasarkan pertimbangan bahwa hukunm lingkungan sebagian besar

meropakan ketentvan hukum administeast, hukum pidana dijadikan

sebagai penunjang hukum administrast dalam arti sanksi hulam-
pidana baru didayagunakan apabila sanksi hukum administrasi tidak

efekiif. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun

1997 menganut asas subsidiaritas.

Kurangnya penjelasan terhadap penerapan asas subsidiedtas dalam

undang-undang ini telsh menjmbulkan kesulitan tersendiri dalam

penegakan hukum lingkungan khususnya dalam penerapan sanksi

pidana. Iika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang v
No. 23 Tahun 1997, aparat penegak hukum harus meneliti teriebih

dahulu dengan berbagsi pertimbangan tentang sanksi apskah yang

terlebih  dehuln  sebarusnya  diterapkan (spakah sanksi hokum

administrasi, sanksi perdata ateu melalui alternstif penyelesasian

sengketa lainnya atau langsung menerapkan sanksi pidana) Yang

menjadi masalah selanjuinya adalah fidek adanya keiteria tertentu

vang dapat dijadikan acuan dalam mepentukan kapan dan dalam hal

apa dapat dikatakan bahwa sanksi hukam administrasi, hokum perdata,
alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan tidak efekiif serta siapa

yang berwenang menyatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut telah tidak

efektif

Saran

Rumusan Penjelasan Umuom UUPLH yang menye%uﬁ-:an‘: “Sebagai

penunjang hukum adininistrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap

memperhatikan asas subsidiaritas; yaitu bahwa hukum pidana hendaknya

didayagunakan apabila sankst bidang hukuwm lain, sepertt sanksi administrast

dan sankst perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup
tidak efektif dan/atan tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat
pérbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan

masyarakat”, perlu dijabarkan lebih lanjut dalara peraturan pelaksanasnnya,

Hal ini dikarenskan perbuatan-perbuatan vang mengakibatkan pencemaran
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dan/atau perusakan lingkungan hidup serta menurunkan kualitas fungsi
lingkungan hidup semakin lama semakin bertambah banyak dan bervariasi,
sehingga dikhawatirkan lingkungan hidup akan semakin rusak. Untuk itu
sehagai upaya melindungi lingkungan hidup, maka pengaturan terhadap asas
subsidiaritas fersebut perlu diserapurnakan sechingga terdapat pedoman

prosedur dalam penegakan hukum pidana lingkungan.

Uszha merumuskan pedomaen penerapan asas subsidiaritas dalam
pencgakan hukum lingkungan ini telah dilakokan oleh Kejaksasn Agung
dengen mengeluarkan Pedoman Teknis Yustisial Penangsnan Perkara
Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang tertuang.dalem Lampiran Surat
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor . B-60/B/Ejp/01/2002,
Narun menurut penulis, dalam pedoman tersebut juga perln ditambahkan
penjelasan lebih lanjut mengenai ;

1. Kapan dan dalam kondisi seperti apa, sanksi administrasi dan sanksi
perdats, dan alternatif penyelesaian sengheta lingkongan hidup tidak
efektif. Dalam hal ini, dapat dilihat dari kepatuban pelaku terhadap
‘sanksi yang telah dijatubkan, Apabila dalam waktu yang telah
ditentukan, pelsku tidak mengindahkan sanksi administrasi, sanksi
perdata dan alternatif penyelesaian seagketa lingkungan hidup vang
telah ditentukan, maka dapat dinvatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut
tidak efekdf

2. Niapa yang berwenang menyatakan sanksi administrasi dan sanksi
perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak
efcktif. Dalam hal ini dapat ﬁ:’iihat darl sispa yang berwenang
merjatuhkan sanksi terscbuf, artinya apabila sankst administrasi
dijatahkan oleh Gubernur atau Bupati, maka pejabat tersebutlah vang
berwenang menyatakan bahwa sanksi administeatif tidak efektif

3.  Kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan vang relatif berat
adalah apabila perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup
tersebut dilakukan dengan sengaja atau perbuatan dilakukan secara

bernlang-ulang.
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Akibat vang dikategorikan sebagai akibat berat dapat juga ditentukan
dengan mengadopsi dari definisi pencemaran/perusakan lingkungan
hidup vang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997,
sehingga apabila dari hasi] penelitian laboratorium menyatakan telab
terjadi pencemaran/penuranan kualitas lingkungan, maka hal tersebut
haruglah dikategorikan sebagal perbuatan yang menimbulkan akibat
vang berat, Sedangkan apabila akibat perbustan baru dslam taraf
melampani/melebihi  ambang batas limbah yang diperbolehkan
berdasarkan ketentnan yang berlakn dan belum  menimbulkan

pencernaran lingkungan hidup atau belum menyebabkan turunnya

kualitag lingkungan hidup, maka tidak dikategorikan sebagai akibat
yang berat,

Kondisi masyarakat dikategorikan resah apabila akibat perbuatan
tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat hidup normal
seperti biasanys. Misalnya, dalam hal pencemaran air yang
menyebabkan magyarakat tidak lagi dapat mencari ikan di sungai/lant.
Selain itu, menyebabkan masyarakat terjangkit penyakit tertentu skibat
pencemaran dan dapat juga menyebabkan masyarakat tidak lagt dapat
berdiam di tempat tingpalnya sebagai akibat dan hinglkungannya yang

telah tercemar,
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